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A. PROFIL ORGANISASI 

 

Pada Tahun 2015, struktur organisasi Sekretariat Kabinet 

mengalami penyempurnaan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Kabinet. 

Sekretariat Kabinet sendiri merupakan lembaga pemerintah 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Kabinet di 

dukung 6 (enam) unit kedeputian. Deputi Bidang Perekonomian 

merupakan salah satu unit Kerja Eselon I dari 6 (enam) kedeputian  

di lingkungan Sekretariat Kabinet yang memiliki tugas dan fungsi 

sebagai berikut: 
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Deputi Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya memiliki 4 (empat) Bidang Unit Kerja Eselon II dengan 

jabatan Asisten Deputi, yaitu: 

1. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan 

Badan Usaha (Asdep Ekon 1); 

2. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan 

Ketenagakerjaan (Asdep Ekon 2); 

3. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan 

Wilayah, dan Industri (Asdep Ekon 3); 

4. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon 4). 

Adapun kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

mendukung pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Perekonomian yaitu 

sebanyak 66 (enampuluh enam) personil yang terdiri dari 57 

(limapuluh tujuh) ASN dan 9 (sembilan) pegawai tidak tetap, 

sebagaiman gambar 1.1 dalam peta jabatan Deputi Bidang 

Perekonomian sebagai berikut: 

 

1. Perumusan & analisis atas rencana kebijakan & program 

pemerintah di bodang perekonomian; 

2. Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; 

3. Pengawasan, pelaksanaan kebijakan & program pemerintah 

di bidang perekonomian; 

4. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa 

penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang 

perekonomian; 

5. Penyiapan analisis & pengolahan materi sidang kabinet, rapat 

atau pertemuan di bidang perekonomian, yang di pimpin 

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres; 

6. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan 

terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Kabinet. 

Membantu Sekretaris Kabinet dalam 

menyelenggarakan pemberian dukungan 

pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Perekonomian 

TUGAS 

FUNGSI 
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Gambar 1.1 

PETA JABATAN KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN 
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B. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan manajamen 

kabinet, Deputi Bidang Perekonomian sebagai bagian dari 

Sekretariat Kabinet memiliki peran yang strategis dalam membantu 

Sekretaris Kabinet khususnya dalam menjalankan fungsi 

manajemen kabinet di bidang perekonomian. Pemberian tugas 

pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet ini didasari 

pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan 

membutuhkan unit kerja manajemen di bidang pemerintahan yang 

dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan tercapaiannya 

tujuan kebijakan dan program-program pemerintah di bidang 

perekonomian. Peran dimaksud ditetapkan setelah dilakukan 

penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi 

Sekretariat Kabinet dalam upaya pencapaian visi dan misi 

Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, 

Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja 

(Nawacita).   

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang 

profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil 

Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan 

Visi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian terlibat aktif 

dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang 

perekonomian, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, 

sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat 

dari penyampaian rekomendasi kebijakan  di  bidang  perekonomian 

hingga  penyampaian  rekomendasi  persetujuan  atas permohonan  

izin  prakarsa dan substansi  rancangan  peraturan perundang-

undangan di bidang perekonomian; upaya deregulasi dan 

debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan 

kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJM 

dan RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah. 

Selain itu keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian dalam 

siklus manajemen kabinet, dapat dilihat juga dalam penyiapan 

rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan 

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden di bidang Perekonomian.   

Dalam rangka meningkatkan eksistensinya menghadapi tuntutan 

lingkungan baik internal maupun eksternal, Deputi Bidang 

Perekonomian terus berupaya menggunakan kemampuan, 

mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan 

tantangan yang kompleks. Guna  mewujudkan hal tersebut, Deputi 
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Bidang Perekonomian berupaya mengetahui isu-isu penting baik 

internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, 

melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

 

C. TANTANGAN DAN PELUANG 

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan dalam upaya 

mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan 

pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian, Deputi 

Bidang Perekonomian mengambil langkah-langkah dan keputusan 

yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa 

depan yang diprediksi akan dihadapi maupun terhadap setiap 

perubahan lingkungan organisasi yang sifatnya dinamis untuk 

mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya, yaitu: 

1. Membangun networking, sinergi dan koordinasi yang efektif 

dengan kementerian/lembaga/instansi, melalui keikutsertaan 

dalam Panitia Antar Kementerian, dan berperan serta dalam rapat 

koordinasi Panitia Antar Kementerian. Peningkatan hubungan 

koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, 

pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan 

sebagai salah upaya  mengetahui perkembangan pelaksanaan 

suatu kebijakan dan  salah satu  strategi dalam merumuskan dan 

menyampaikan analisis atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah.    

2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan 

dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program 

pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen 

kabinet melalui pengawasan secara berkala atas pelaksanaan 

kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada 

arahan Presiden. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebijakan, 
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arahan, keputusan dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan 

dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden serta 

untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian/Lembaga.   

3.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam 

bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program 

pemerintahan,  dengan mengusulkan capacity building melalui 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi 

Deputi Bidang Perekonomian, mengikutsertakan pejabat/pegawai 

dalam seminar/workshop/fgd dan rapat-rapat pembahasan isu-isu 

strategis; mengusulkan perlunya pengembangan jabatan 

fungsional baik  dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi 

secara berjenjang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi 

Bidang Perekonomian; dan mengusulkan penambahan SDM 

berdasarkan kebijakan yang ada.   

4. Meningkatan kapasitas ketatalaksanaan dengan (mengusulkan) 

pengembangan sistem database bidang Perekonominan dan 

manajemen pengadministrasian persuratan dan pengukuran 

kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; 

penyusunan pedoman/panduan/petunjuk teknis pelaksanaan tugas 

baik substansi maupun administrasi;  dan sosialisasi dokumen-

dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan SOP).     
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 Perencanaan Kinerja 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. GAMBARAN UMUM 

 

Proses penyusunan perencanaan kinerja merupakan bagian 

terpenting dalam manajemen kinerja. Penrencanaan kinerja 

digunakan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan kinerja berisi antara 

lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan 

indikator kinerja kegiatan. Tujuan proses perencanaan 

kinerja diwujudkan dalam bentuk outcomes atau manfaat. 

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, 

maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang 

Perekonomian tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, 

misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputi 

Bidang  Perekonomian selama kurun waktu lima tahun mulai dari 

tahun 2015-2019. 
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Gambar 2.1 
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B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA 

Didalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target 

kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi 

menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut 

kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 

Deputi Bidang Perekonomian tiap tahunnya.  

      Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan kinerja antara 

pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima 

amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak pemberi 

amanah. PK berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. 

      Pada awal tahun 2018, Deputi Bidang Perekonomian telah 

menetapkan PK Deputi Bidang Perekonomian yang di dalamnya 

terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah 

diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah 

disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator 

kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, 

meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.  

Seperti yang di jelaskan pada infografis perencanaan kinerja 

Deputi Bidang Perekonomian diatas, sasaran program/kegiatan 

tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator 

kinerja melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan utama dengan 

hanya 1 (satu) program, yang harus dilaksanakan oleh masing-

masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang 

Perekonomian, yaitu: 

1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha; 

2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan; 

3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet di 

Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan 

Industri; 

4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan 

Kehutanan; 

Sekretariat Kabinet dalam penyusunan PK telah 

menggunakan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja 

Terpadu) dan hardcopy yang telah ditandatangani di cetak ke 

dalam buku.  
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Sementara itu, rincian besar anggaran untuk masing-masing 

kegiatan Deputi Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Pagu Anggaran Kegiatan Tahun 2018 

(setelah optimalisasi*) 

KEGIATAN ANGGARAN 

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet 

di Bidang Ekonomi Makro, Penanaman 

Modal, dan Badan Usaha 

Rp.  594.000.000,- 

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet 

di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan 

Ketenagakerjaan 

Rp. 702.000.000,- 

Dukungan Kebijakan Pengelolaan 

Manajemen  Kabinet  Bidang Percepatan 

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah,  dan  

Industri 

Rp.  594.000.000,- 

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet 

di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, 

Lingkungan Hidup, dan Kehutanan 

Rp.  594.000.000,- 

TOTAL ANGGARAN  Rp.2.484.000.000,- 

*Optimalisasi : digunakan untuk pembayaran tambahan tunjangan  

kinerja pejabat/pegawai di lingkungan Setkab 

 

Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 

2018, Deputi Bidang Perekonomian menetapkan indikator 

kinerja yang ditargetkan selama Tahun 2018. 

 

C. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA 

    

   Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran 

keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi 

pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core 

business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator 

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan 

proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. 

    Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa IKU Deputi Bidang 

Perekonomian mengalami perubahan dengan menyelaraskan dari 

revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat 

Kabinet Tahun 2015—2019. 
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Tabel 2.2 

IKU Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

IKU 

Terwujudnya 

Rekomendasi 

Kebijakan yang 

Berkualitas di 

Bidang 

Perekonomian  

a. Persentase rekomendasi atas rencana dan 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

Perekonomian yang disetujui oleh 

Sekretariat Kabinet 

b. Persentase rekomendasi persetujuan atas 

permohonan izin prakarsa dan substansi 

rancangan PUU di bidang Perekonomian 

yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

c. Persentase rekomendasi terkait materi 

sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang 

dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden di Bidang 

Perekonomian yang disetujui Sekretaris 

Kabinet 

 

Pengertian “disetujui” adalah apabila Sekretaris Kabinet 

menyetujui/merespon memorandum rekomendasi kebijakan 

dari Deputi Bidang Perekonomian. 

 

 

 

Ketiga core business tersebut diukur menggunakan formulasi 

pengukuran persentase sebagai berikut: 

 

Jumlah Rekomendasi yang 

disetujui 

Jumlah Rekomendasi yang 

disampaikan 

X 100%  

%%%% 
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03 
 Akuntabilitas Kinerja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bab ini memberikan informasi akuntabilitas kinerja 

yang mencakup keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran 

strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil 

(outcome) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi 

Bidang Perekonomian. 

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan 

Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Deputi 

Bidang Perekonomian dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, 

evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya 

menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, 

hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja 

maupun kinerja Deputi Bidang Perekonomian secara berkelanjutan 

pada tahun–tahun berikutnya.  

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam 

melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang 
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Perekonomian Tahun 2018 dalam rangka mendapatkan gambaran 

tingkat pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang 

Perekonomian, kegiatan analisis menggunakan capaian kinerja dengan 

skala ordinal, sebagai berikut: 

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Deputi 

Bidang Perekonomian terbatas pada pencapaian sasaran strategis Deputi 

Bidang Perekonomian. Dengan demikian, Laporan Kinerja Deputi 

Bidang Perekonomian hanya melaporkan hal-hal yang bersifat strategis, 

dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan 

oleh unit kerja eselon II dibawahnya. 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, bahwa indikator 

kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Deputi 

Bidang Perekonomian merupakan indikator yang berdasar dan 

tercakup dalam PK Deputi Bidang Perekonomian  Tahun 2018 dan 

yang merupakan IKU Deputi Bidang Perekonomian sebagaimana 

ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet Tahun 2018. 

Capaian  kinerja Deputi Bidang Perekonomian diukur dengan 

membandingkan target dengan realisasi dari IKU sasaran Deputi 

Bidang Perekonomian, dimana Deputi Bidang Perekonomian telah 

menghasilkan outcome sebanyak 757 berkas rekomendasi 

disampaikan dan disetujui dan direspon oleh Sekretaris Kabinet 

dengan target 685 rekomendasi. 

Tabel 3.1 

Capaian Output Deputi Bidang Perekonomian 

Tahun 2018 

IKK 

Target Realisasi 

Pagu 

(Rp) 

Output 

(Laporan) 

Pagu 

(Rp) 

Output 

(Laporan) 

Jml 2.484.000.000 743 2.478.545.310 817 

1 1.961.266.000 465 1.956.815.261 488 

2 120.726.000 70 120.530.000 78 

3 300.358.000 150 299.550.049 191 

FO 101.650.000 58 101.650.000 58 

 

Adapun capaian kinerja Fasilitasi Operasional adalah unit yang 

melakukan dukungan terhadap kegiatan internal di lingkungan 

Deputi Bidang perekonomian, dimana sebanyak Rp. 85.350.000,- 

digunakan untuk pelaksanaan rapat kerja Sekretariat Kabinet di 

Bandung tanggal 23 s.d. 25 Februari 2018. Pada kesempatan 

tersebut Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan penghargaan 

penampilan terbaik dari 6 (enam) kedeputian di lingkungan 

Sekretariat Kabinet, dan berikut tabel capaian  (non-FO) dari Deputi 

Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2018. 
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Tabel 3.2 

Capaian Kinerja & Anggaran 

Deputi Bidang Perekonomian 

Target (kuantitas) vs Realisasi 

Tahun 2018 

IKK 

Target Realisasi 

Pagu 

(Rp) 

Output 

(Laporan) 

Pagu 

(Rp) 

Capaian 

Output 

(Laporan) 

Jml 2.382.350.000 685 2.478.545.310 757 

1 1.961.266.000 465 1.956.815.261 488 

2 120.726.000 70 120.530.000 78 

3 300.358.000 150 299.550.049 191 

 

 

Tabel 3.3 

Persentase Capaian Kinerja & Anggaran 

Deputi Bidang Perekonomian 

Target (100%) vs Realisasi 

Tahun 2018 

IKK 
Pagu 

(Anggaran) 

Outcome 

(Laporan) 

Average 99,78% 97,44% 

1 99,77% 95,87% 

2 99,84% 97,50% 

3 99,73% 98,96% 

 

B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA  

Seperti telah dijelaskan pada Bab II bahwa bahwa pada 

indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2018 telah diubah, 

semula frasa ditindaklanjuti diubah menjadi disetujui. Selain itu, 

pada Tahun 2016 Indikator Kinerja rekomendasi kebijakan diubah 

menjadi rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan 

pemerintahan. Adapun target capaian kinerja adalah 100% 

sehingga walaupun secara jumlah penghitungan outcome melebihi 

target outcome, namun mengacu pada rumus maka persentase tidak 

mungkin lebih dari 100%. 

Adapun pada tahun 2018 tercapai 97,44% mengingat berkas 

yang naik ke pimpinan sebanyak 2,55% berkas belum turun 

kembali sampai bulan Desember 2018, sehingga berkas tersebut 

masih di hitung output pada tahun 2018.  

Pada gambar 3.1 sebagai penjelasan keseluruhan capaian bahwa 

walaupun tahun 2018 tidak tercapai 100% namun jumlah 

pencapaian rekomendasi lebih besar daripada tahun 2016 dan 

2017 serta melebihi dari jumlah yang ditargetkan dimana 

perbedaan kualitas penghitungan pada tahun 2016-2017 dengan 

tahun 2018. Dapat disimpulkan bahwa capaian di tahun 2018 

lebih baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dari tahun 

sebelumnya. 
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Keterangan: Pada tahun 2016 dan 2017 penghitungan masih berdasar output = outcome karena belum ada tools untuk menghitung secara akurat. Pada 

tahun 2018 triwulan III dan IV, hasil rekomendasi atas penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi 

Birokrasi dan sesuai dokumen IKU 2018, dimana capaian kinerja harus berdasarkan outcome, maka FO Deputi Bidang Perekonomian 

membuat inovasi berupa kertas kerja penghitungan output dan outcome yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai lampiran 

pada SIKT. 

Gambar 3.1 
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Tabel 3.4 

Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 1 

(Tusi 1, 2, 3, & 6) 

Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian 

 

NO SUBTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

1.  Penghematan Belanja 

Barang Kementerian/ 

Lembaga (K/L) Pagu 

Anggaran Tahun 2019 

 

     Menindaklanjuti arahan Presiden 

dalam Sidang Kabinet Paripurna 

(SKP) pada tanggal 18 Juli 2018 

mengenai Pagu Anggaran Tahun 2019 

agar Menteri dan Pimpinan Lembaga 

melakukan penghematan belanja 

barang sesuai perhitungan Menteri 

Keuangan, muncul permintaan 

penyusunan Inpres untuk mengawal 

pelaksanaan penghematan belanja 

barang tersebut. 

 

    Sekretariat Kabinet menyelenggarakan 

rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2018 

yang menghasilkan 4 (empat) keputusan 

yaitu : 

1. Tidak diperlukan instrumen khusus 

berupa Instruksi Presiden; 

2. Penghematan belanja barang K/L agar 

dilakukan dengan memperhatikan 

pencapaian target prioritas tahun  2019 

serta pencapaian target RPJMN 2015-

2019; 

3. Pembahasan atas pemanfaatan 

penghematan belanja barang K/L dalam 

forum trilateral meeting agar 

memperhatikan arahan Presiden dalam 

rangkaian rapat-rapat kabinet terkait 

penyusunan RKP 2019 dan RAPBN TA 

2019; 

4. Dalam hal terjadi pergeseran besaran 

penghematan belanja barang K/L dan 

perubahan rencana pemanfaatannya 

dari yang disampaikan dalam Sidang 

Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018, 

Menteri agar menyampaikan kepada 

Presiden sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam PP Nomor 

17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional. 

     Kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap 

penyusunan APBN 2019: 

1. Tidak tersusunnya Inpres mengenai 

penghematan pelaksanaan penghematan 

belanja K/L tahun 2019; dan 

2. pemanfaatan Penghematan belanja barang 

K/L APBN tahun 2019 dilakukan dengan 

berdasarkan pada capaian target output 

2019 sebagaimana arahan Presiden yang 

disampaikan dalam surat Sekretariat 

Kabinet tanggal 24 Juli 2018. 
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NO SUBTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

2.  Evaluasi Online Single 

Submission (OSS) 

 

     Dalam Rapat Terbatas tentang 

Peningkatan Investasi dan 

Perdagangan pada tanggal 5 Januari 

2018, Presiden memberikan arahan 

kepada Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian agar meneruskan 

deregulasi peraturan dan kepada 

seluruh pimpinan K/L untuk 

mendukung pelaksanaan Online 

Single Submission (OSS) yang 

merupakan amanat dari Peraturan 

Presiden Nomor 91 Tahun 2017 

tentang Percepatan Pelaksanaan 

berusaha. 

 

        Sebagai tindak lanjut arahan Presiden 

tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam 

mengawal Arahan Presiden dengan ikut 

terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu: 

1. Rapat Pra Rapat Kerja Pemerintah 

tentang Percepatan Pelaksanaan 

Berusaha di Daerah, tanggal 18 April 

2018; 

2. Rapat Pembahasan RPP OSS. 

        Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), 

Sekretariat Kabinet aktif dalam melakukan 

pemantauan implementasi PP Nomor 24 

Tahun 2018 di daerah. Pemantauan evaluasi 

OSS dilakukan di Kabupaten Tangerang, 

Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, DKI Jakarta, 

dan Kota Surabaya. 

        Setelah melaksanakan evaluasi di daerah-

daerah tersebut, Sekretariat Kabinet 

menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada 

tanggal 24 Oktober 2018 untuk membahas 

hasil evaluasi pelaksanaan OSS. Rapat 

tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

1. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian akan mempercepat 

penyelesaian   permasalahan 

implementasi sistem OSS; dan 

2. Percepatan penyelesaian permasalahan 

tersebut dilakukan dengan   melibatkan 

Kementerian/Lembaga terkait.   

     Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan 

rapat di Sekretariat Kabinet tersebut, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian telah melakukan penyempurnaan 

terhadap sistem OSS yaitu sebagai berikut: 

1. Penyempurnaan sistem OSS dengan 

membangun sistem OSS versi 1.1; 

2. Mempercepat keterhubungan sistem OSS 

di daerah; 

3. Mempersiapkan sosialisasi dan bimbingan 

teknis secara terpadu; 

4. Menambahkan beberapa fitur dalam sistem 

OSS diantaranya pada saat NIB terbit 

pelaku  usaha akan diberitahukan langkah-

langkah penyelesaian komitmen dan 

kepada instansi mana komitmen tersebut 

harus diurus; dan 

5. Mendorong penerbitan NSPK di 

Kementerian/ Lembaga/Daerah.  

 

3.  Penyampaian Hibah dan 

Audiensi Japan 

International Halalan 

Thaiban Union Kepada 

Presiden 

 

     Presiden Japan International 

Halalan Thaiban Union (JIHTU), Sdr. 

Idrisno Madjid dan ahli waris dana 

hibah, Sdr. Onodera Masataka kepada 

Presiden menyampaikan hibah dari 

masyarakat Jepang dan permohonan 

audiensi dengan Presiden untuk 

       Terhadap permohonan dimaksud, 

Sekretaris Kabinet menyampaikan surat 

kepada Menteri Keuangan dan Menteri 

PPN/Bapenas yang intinya agar permohonan 

penyampaian hibah dapat dikaji dari sisi 

keabsahan dokumen obligasi dan peraturan 

perundang-undangan.  

     Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet 

berpendapat yaitu: 

Rencana hibah dimaksud tidak perlu 

dipertimbangkan untuk diterima; 

Ke depan diperlukan prinsip kehati-hatian 

dalam menindaklanjuti penyampaian dana 

hibah pribadi yang serupa.  



18                        Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018  
  

NO SUBTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

menyerahkan hibah sebanyak 50 

lembar obligasi yang setiap 

obligasinya bernilai ¥500 miliar (atau 

sekitar ± 3.000 triliun). 

 

       Kementerian Keuangan merespon surat 

Sekretariat Kabinet dengan menelusuri 

validitas dokumen obligasi dimaksud melalui 

Kementerian Luar Negeri c.q. KBRI Tokyo 

yang melakukan koordinasi dengan 

Kementerian Luar Negeri Jepang dan 

Kementerian Keuangan Jepang. Dari hasil 

koordinasi tersebut disampaikan bahwa:  

1. K

Kementerian Luar Negeri Jepang meragukan 

keabsahan dokumen salinan Sertifikasi 

Obligasi seri 57 No. “A0977”; 

2. K

Kementerian Keuangan Jepang tidak pernah 

mengeluarkan sertifikat sejenis dan sertifikat 

dimaksud tidak memiliki dasar hukum dalam 

pengeluarannya; 

Salinan sertifikat obligasi seri 57 yang 

disampaikan Sdr. Onodera Masataka 

memiliki kesamaan dengan contoh sertifikat 

palsu sebagaimana rilis pernyataan pers 

Kementerian Keuangan Jepang tahun 2011. 

     Dengan demikian, Kementerian Luar 

Negeri Jepang menyatakan sertifikat obligasi 

dimaksud adalah palsu. 

 

4.  Perjanjian Perdagangan 

Internasional 

 

      Berdasarkan ketentuan Pasal 84 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan disebutkan bahwa setiap 

perjanjian Perdagangan Internasional 

harus disampaikan kepada DPR paling 

lama 90 hari kerja setelah 

penandatanganan perjanjian untuk 

memutuskan perlu atau tidaknya 

persetujuan DPR. 

      Saat ini, terdapat 6 (enam) 

Perjanjian Perdagangan Internasional 

yang saat ini penyelesaian 

ratifikasinya tertunda di DPR. 

      Atas tertundanya penyelesaian ratifikasi 

sejumlah perjanjian perdagangan 

internasional tersebut, Sekretaris Kabinet 

telah meminta Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian agar dapat mengoordinasikan 

penyelesaian ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional tersebut termasuk 

mengkaji perlunya instrumen hukum 

(Perpres) untuk mengatur mekanisme dan 

tata kerja pemerintah dalam proses pra-

ratifikasi pasca berlakunya UU Perdagangan 

(Surat Nomor: B.525/Seskab/20/2017 tanggal 

12 Oktober 2017).   

      Sehubungan dengan terhambatnya 

      Pada tanggal 31 Oktober 2018, Presiden 

telah menyelenggarakan Rapat Internal dengan 

Menteri Perdagangan dan Sekretaris Kabinet 

yang salah satunya membahas isu penyelesaian 

ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional 

yang penyelesaiannya terhambat di DPR.  

Dalam Rapat Internal tersebut Presiden 

memberikan arahan kepada Menteri 

Perdagangan dan Sekretaris Kabinet agar 

penyelesaian masalah tersebut dikoordinasikan 

oleh Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

     Melaksanakan arahan Presiden, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian telah 
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NO SUBTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

      Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) UU 

Perdagangan memberikan batasan 60 

hari kepada DPR untuk memberikan 

keputusan, apakah perjanjian 

perdagangan internasional yang 

disampaikan oleh Pemerintah akan 

diratifikasi dengan undang-undang 

atau dengan Perpres. Selanjutnya, jika 

dalam waktu 60 hari DPR tidak 

mengambil keputusan, maka 

Pemerintah dapat memutuskan perlu 

atau tidaknya persetujuan DPR. 

     Kemendag bersama dengan K/L 

terkait  telah melakukan pertemuan 

konsultasi dalam bentuk Rapat Dengar 

Pendapat, konsinyering, dan Rapat 

Kerja dengan Komisi VI DPR sejak 

Agustus 2015 hingga September 

2018, termasuk 2 (dua) kali 

mengirimkan surat pada bulan 

Desember 2016 dan Agustus 2017, 

namun sampai saat ini belum 

mendapatkan jawaban/ putusan dari 

DPR. 

penyelesaian ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional (DPR tidak 

mengambil keputusan dalam jangka waktu 60 

hari), dan memperhatikan tidak efektifnya 

pembahasan di tingkat Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian, 

Sekretaris Kabinet memberikan 

arahan/direktif agar penyelesaian masalah ini 

dibahas melalui Rapat Terbatas untuk 

mengatasi berlarutnya proses ratifikasi 

sejumlah perjanjian/protokol perdagangan 

internasional pasca berlakunya UU 

Perdagangan.  

     Arahan Presiden sangat diperlukan 

mengingat proses penyelesaian ratifikasi 

perjanjian perdagangan internasional terkait 

dengan hubungan antara dua lembaga negara 

(eksekutif dan legislatif), yang tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh pejabat setingkat 

Menteri dan arahan Presiden juga akan 

menjadi acuan kementerian/lembaga dalam 

penyelesaian ratifikasi perjanjian 

perdagangan internasional selanjutnya. 

menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) 

pada tanggal 7 November 2018 yang dihadiri 

oleh Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet 

(diwakili oleh Deputi Bidang Perekonomian), 

Menteri Sekretaris Negara (diwakili), dan 

Menteri Luar Negeri (diwakili) yang 

menyepakati bahwa Pemerintah akan segera 

menetapkan Perpres mengenai ratifikasi atas 7 

(tujuh) perjanjian perdagangan internasional. 

 

5.  Pemantauan Implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 

20 Tahun 2018 Tentang 

Penggunaan TKA 

 

        Sebagai tindak lanjut penerbitan 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (Perpres TKA), Deputi 

Bidang Perekonomian aktif 

melakukan pemantauan untuk 

memastikan agar implementasi 

Perpres TKA tersebut dapat berjalan 

dengan baik. 

  Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang 

Perekonomian untuk memantau pelaksanaan 

atau implementasi Perpres TKA antara lain 

dilakukan dengan terlibat aktif dalam 

penyusunan Tim Pengawas Penggunaan TKA 

yang dibentuk oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan serta mengawal penyusunan 

Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 dan 

Permenkum Nomor 16 Tahun 2018 yang 

merupakan peraturan pelaksana Perpres 

TKA.  

 Monitoring atas implementasi Perpres 

TKA, juga dilaksanakan terkait mekanisme 

pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). 

        Hasil rapat di Sekretariat Kabinet tersebut 

selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris 

Kabinet dengan Surat Nomor: 

B.523/Seskab/Ekon/10/2018 tanggal 24 

Oktober 2018 kepada Menteri Ketenagakerjaan, 

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan 

untuk dapat segera ditindaklanjuti.  
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NO SUBTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

Berdasarkan hasil monitoring yang 

dilaksanakan, belum ada kesepahaman antar 

kementerian dan pemerintah daerah provinsi 

terkait pembayaran DKPTKA tersebut. 

Menindaklanjuti hal itu, Deputi Bidang 

Perekonomian menyelenggarakan rapat guna 

membahas permasalahan tersebut yang 

dihadiri oleh para pejabat yang mewakili 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan 

Kementerian Sekretariat Negara.  

6.  PT. Cisco System 

Indonesia menyambut baik 

bekerjasama dengan 

pemerintah 

 

        PT. CISCO System Indonesia 

kepada Presiden melalui Sekretaris 

Kabinet tanggal 18 September 2018, 

menyampaikan sambutan baik untuk 

bekerjasama dengan Pemerintah.  PT. 

CISCO System Indonesia menantikan 

kerja sama dengan Pemerintah 

Indonesia dalam bidang pemerintahan 

digital, industri digital, BUMN 

digital, inklusi digital dan 

cybersecurity. PT. CISCO System 

Indonesia yakin bahwa PT. CISCO 

System Indonesia akan mampu 

membantu mempercepat 

pertumbuhan Indonesia dalam bidang 

ekonomi digital melalui pelayanan 

publik yang lebih baik dan penciptaan 

inovasi lokal, dengan tetap 

memastikan bahwa kemampuan 

cybersecurity akan berjalan selaras 

dengan penggunaan teknologi digital. 

PT. CISCO System Indonesia melalui 

Networking Academy telah melatih 

lebih dari 212.000 siswa di Indonesia, 

melalui kontribusi dalam bentuk alat, 

sumber daya, dan instruktur. Total 

212.000 siswa ini merupakan 

partisipasi siswa Networking 

       Keamanan siber, merupakan salah satu 

pilar penting yang harus diperhatikan karena 

pergerakan di dunia pelayanan online sangat 

tinggi. Sayangnya, oleh sebagian pihak, 

masalah keamanan siber dianggap bukan 

masalah penting atau utama, oleh karena itu, 

perlunya tindakan-tindakan preventif 

maupun defensive. Pasalnya, tindakan-

tindakan itu tidak hanya bisa melindungi 

negara, namun juga warga negara, dari 

berbagai aksi kejahatan siber. Indonesia 

merupakan pasar potensial bagi bisnis 

keamanan informasi dan siber karena rawan 

terhadap serangan siber, 

seperti malware, ransomware, atau aksi 

penyalahgunaan teknologi lainnya, 

misalnya hacking dan pencurian data. 

Teknologi internet kini telah berkembang 

pesat dan digunakan oleh seluruh sektor 

industri. Hal ini membentuk cyber 

security sebagai aspek penting karena 

memberikan proteksi atas jaringan, komputer 

serta data para penggunanya.  

  Perekonomian Indonesia sedang 

bertransformasi menjadi ekonomi digital, 

seiring dengan tren yang terjadi saat ini dan 

juga meningkatnya jumlah penduduk kelas 

menengah berikut tenaga kerja muda yang 

       Sekretaris Kabinet meneruskan surat no B-

473/Seskab/Ekon/10/2018 Tanggal 1 Oktober 

2018 kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi 

Negara (BSSN), guna menyampaikan hal 

tersebut untuk dikaji sesuai dengan bidang 

tugasnya yang isinya PT. CISCO System 

Indonesia menawarkan menyiapkan 

penyambutan kunjungan ke kantor CISCO di 

San Jose untuk menjelaskan lebih lanjut 

mengenai gambaran dan implementasi 

bagaimana digitalisasi dan inovasi dalam 

cybersecurity dan Internet of Things dapat 

menciptakan peluang perubahan bagi 

Indonesia. 

 

https://infokomputer.grid.id/tag/bssn
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Academy terbesar kedua di kawasan 

ASEAN. 

 

mahir teknologi. Pemerintah harus 

menyediakan platform yang andal dan 

merumuskan peraturan untuk memastikan 

bahwa ekonomi digital mematuhi standar 

keamanan dunia maya serta memberikan 

kontribusi bagi kemakmuran masyarakat.   

7.  Masukan kadin batam 

tentang kebijakan 

terkaitan penyelesaian 

permasalahan 

penyelenggaraan 

pemerintahan di kota 

Batam 

 

        Kamar Dagang dan Industri Kota 

Batam (KADIN Batam) 

menyampaikan kajian kebijakan 

penyelesaian permasalahan 

penyelenggaraan pemerintahan di 

Kota Batam kepada Sekretaris 

Kabinet. Batam merupakan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone 

(FTZ) yang telah dinikmati dan 

menjadi bagian dari seluruh 

masyarakat Batam, sehingga 

perubahan menjadi Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) tidak 

menjadi rekomendasi. Dualisme 

kewenangan dan tumpang tindih 

pengelolaan tata ruang antara Badan 

Pengusahaan Batam dengan 

Pemerintah Kota Batam mengenai 

lahan. Penerapan KEK di Batam akan 

berdampak pada kenaikan harga 

barang, termasuk tarif jasa dan 

penguasaan lahan secara tidak sah 

(rumah liar) dan pemindahannya jika 

lahan yang dikuasai secara tidak sah 

sudah dialokasikan kepada pihak lain 

(biasanya perusahaan).  

 

      Pemerintah tetap konsisten untuk 

mempertahankan sistem KPBPB/FTZ 

Batam, dan tidak merubahnya menjadi 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Pemerintah melakukan evaluasi regulasi 

yang menghambat kegiatan dan lalu lintas 

barang serta menambahkan fasilitas lainnya 

yang meningkatkan daya tarik investor ke 

Batam sebagai KPBPB/FTZ Batam sesuai 

aturan perundang-undangan. Pemerintah 

dapat melakukan harmonisasi dan 

penyelarasan struktur pemerintahan, dengan 

menerbitkan Peraturan Pemerintah yang 

diamanatkan oleh pasal 21 Undang Undang 

Nomor 53 Tahun 1999 yang mengatur 

hubungan kerja antara pemerintah Kota 

Batam dengan Badan Otorita Batam (BP 

Batam), guna menyelesaikan dualisme 

kewenangan yang berhimpitan antara BP 

Batam dengan Pemerintah Kota Batam. 

  Presiden pada Rapat Terbatas 

tanggal 12 Desember 2018 memberikan 

arahan agar pengelolaan Pulau Batam 

dilakukan oleh Walikota Batam yang 

merangkap ex-officio Kepala Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

telah mengoordinasikan penyusunan 

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang 

Perubahan Kedua Atas PP Nomor 46 Tahun 

2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam, yang mana saat 

      Sekretaris Kabinet meneruskan surat no B-

2/Seskab/Ekon/1/2019 kepada Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai 

bahan telaah lebih lanjut yang isinya 

Mempertimbangkan kajian KADIN dimaksud 

memiliki substansi yang berkaitan dalam proses 

penyelesaian permasalahan dualisme di Batam 

yang sedang dalam proses penanganan sesuai 

dengan Arahan Presiden dan mengingat 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Batam, dimana Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian bertindak 

sebagai Ketua Dewan Kawasan, kami 

berpandangan kiranya kajian KADIN dimaksud 

dapat diteruskan kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian sebagai bahan telaah 

lebih lanjut. 
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ini RPP dimaksud dalam proses 

pengharmonisasian, pembulatan dan 

pemantapan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

8.  Permohonan Dukungan 

Pembangunan  Aren 

     Deputi Perekonomian dengan Surat 

Nomor B-46/Ekon/1/2018, tanggal 23 

Januari 2018 telah meneruskan surat 

permohonan dimaksud kepada 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk dapat diproses 

sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

      Terhadap Surat Deputi 

Perekonomian tersebut, Direktur 

Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dengan Surat Nomor 

S.27/PSKL/PKPS/PSI.0/2/ 2018, 

tanggal 6 Februari 2018. Deputi 

Perekonomian melalui Memo Nomor 

M.121. 14 Februari 2018 melaporkan 

kepada Sekretaris Kabinet yang 

intinya akan mengawal proses tersebut 

dengan melakukan kegiatan 

mengundang rapat pihak terkait dan 

melakukan pemantauan ke daerah. 

     Asisten Deputi Bidang Perniagaan, 

Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 

mewakili Deputi Perekonomian tanggal 3 

Agustus 2018 mengadakan rapat tanggal 3 

Agustus 2018 mengundang k/l terkait dengan 

permohonan tersebut, dengan kesepakatan 

bahwa akan diadakan tinjauan lapangan. 

     Tanggal 23-25 Agustus, tim dari Asisten 

Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan 

dan Ketenagakerjaan mewakili Deputi 

Perekonomian melakukan kunjungan ke 

lapangan untuk menyelesaikan permasalahan. 

 

     Melalui memorandum nomor M-682, 

tanggal 13 September 2018 Deputi 

Perekonomian melaporkan hasil temuan tim dan 

tindaklanjut kunjungan lapangan yakni adanya 

Perda Pemprov nomor 10 Tahun 2018 yang 

berpotensi menghambat keluarnya 26 surat ijin 

pengelolaan hutan di Provinsi Riau.  

     Melalui Surat Nomor b-449 tanggal 17 

September 2018, Sekretaris Kabinet 

meneruskan hasil temuan tersebut Kepada 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar 

segera dikaji dan dilaporkan kepada Presiden. 

 

9.  Permohonan Kesediaan 

Presiden Untuk Membuka 

Acara Indonesia Industrial 

Summit (IIS) 2018 Dan 

Melakukan Lauching 

Roadmap Implementasi 

Revolusi Industri 4.0. 

 

     Menteri Perindustrian (Menperin) 

kepada Presiden (tembusan Sekretaris 

Kabinet) dengan surat Nomor 187/M-

IND/3/2018, tanggal 19 Maret 2018 

menyampaikan permohonan kesediaan 

Presiden untuk membuka acara 

Indonesia Industrial Summit (IIS) 2018 

dan melakukan Lauching Roadmap 

Implementasi Revolusi Industri 4.0. 

     Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi 

Bidang Perekonomian berpendapat bahwa 

seyogyanya Presiden dapat menghadiri kegiatan 

dimaksud pada kesempatan pertama, mengingat 

dengan adanya acara IIS 2018 dimaksud 

dijadikan momentum atau starting point 

kepada setiap pihak untuk mempunyai 

kesepahaman dalam pola pikir dan cara 

bertindak guna menghadapi era digitalisasi 

teknologi di semua lini dan sesuai dengan 

     Presiden Jokowi didampingi Menperin dan 

Sekretaris Kabinet menghadiri Pembukaan 

Indonesia Industrial Summit Tahun 2018 dan 

Peluncuran “Making Indonesia 4.0”, di 

Cendrawasih Hall, JCC Senayan, Jakarta, pada 

Hari Rabu tanggal 4 April 2018. 
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arahan Presiden. 

10.  Kewenangan Akses untuk 

Berbagi Data dan 

Informasi Geospasial 

melalui Jaringan 

Informasi Geospasial 

Nasional dalam Kegiatan 

Percepatan Pelaksanaan 

Kebijakan Satu Peta 

 

       Arahan Presiden pada tanggal 5 

Februari 2018 dalam Rapat Terbatas 

yang membahas Perkembangan 

Kebijakan Satu Peta, Presiden 

menyutujui usulan Menko Bidang 

Perekonomian bahwa data statistik 

sektor sosial, ekonomi, demografi, 

dan lainnya ada di 

Kementerian/Lembaga (K/L) agar 

dimasukan ke dalam kebijakan satu 

peta. 

      Menindaklanjuti arahan tersebut, pada 

rapat pembahasan RKeppres Berbagi Pakai 

Data tanggal 12-15 Februari 2018 di Menko 

Bidang   Perekonomian, Sekretariat Kabinet 

menyampaikan masukan antara lain bahwa 

seyogyanya badan hukum publik menyatakan 

informasi-informasi yang dikecualikan untuk 

dapat diberikan kepada publik sesuai dengan 

ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

     Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian 

Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan 

melaksanakan rapat guna penyempurnaan 

redaksi atas RKeppres dimaksud pada 

tanggal 3 Mei 2018 yang dihadiri oleh wakil 

dari K/L terkait, dengan kesepakatan 

penyempurnaan, diantaranya: 

1. Penyempurnaan terhadap judul dan 

konsideran RKeppres. 

2. Penambahan objek berupa Data dan 

Informasi Geospasial yang dapat 

dilakukan bagi pakai melalui Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional mengacu 

kepada Peraturan Presiden Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 

3. Penyempurnaan pemegang akses dan 

kewenangan akses berbagai pakai data 

dan informasi geospasial. 

     Dalam proses pembubuhan paraf yang 

berlangsung secara paralel tersebut, Menteri 

PPN/Kepala Bappenas dalam suratnya 

menyampaikan masukan agar Menteri 

PPN/Kepala Bappenas memiliki kewenangan 

akses untuk Mengunduh dan Melihat.  

     Terhadap masukan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas tersebut, Deputi Bidang 

Perekonomian melakukan koordinasi dengan 

       Pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah 

paripurna proses pembubuhan dan 

penyempurnaan materi, Sekretaris Kabinet 

menyampaikan permohonan penetapan 

RKeppres tersebut kepada Presiden dimana 

memuat keputusan terkait: 

1. Pemegang akses untuk berbagi data 

informasi geospasial melalui jaringan 

informasi geospasial nasional terdiri atas: 

Presiden dan Wakil Presiden; Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

Kepala Badan Informasi Geospasial; 

Menteri atau pimpinan lembaga; Gubernur; 

dan Bupati/Wali Kota.  

2. Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi 

data informasi geospasial melalui jaringan 

informasi geospasial nasional, berupa: 

Mengunduh, Melihat, dan Tertutup. 

     Dengan ditandatanganinya Rkepres oleh 

Presiden pada 21 Agustus 2018, maka RKepres 

tersebut resmi ditetapkan menjadi Kepres 

dengan Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan 

Informasi Geospasial melalui Jaringan 

Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan 

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 
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Deputi Bidang Koordinasi Percepatan 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian dan disampaikan bahwa pada 

prinsipnya Menko Bidang Perekonomian 

menyetujui usulan penambahan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas sebagai salah satu 

pihak yang juga memiliki kewenangan akses 

untuk Mengunduh dan Melihat. Dengan 

demikian, masukan tersebut diakomodasi 

dalam RKeppres. 

11.  Tindak lanjut arahan 

Presiden terkait 

Mengkorporasikan Petani 

 

     Dalam rangka mengawal tindak 

lanjut arahan Presiden dalam Rapat 

Terbatas (Ratas) yang 

diselenggarakan pada tanggal 12 

September 2017 tentang 

Mengkorporasikan Petani, sejak akhir 

tahun 2017 sampai dengan awal tahun 

2018, Sekretariat Kabinet telah 

menyelenggarakan kegiatan 

pemantauan ke beberapa lokasi 

rintisan korporasi petani, yaitu di 

Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, 

Kabupaten Tasikmalaya dan 

Kabupaten Indramayu Jawa Barat. 

      Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

pemantauan ketiga lokasi yang dilakukan 

pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 

tersebut kemudian dilaporkan oleh Deputi 

Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet. 

Inti dari laporan tersebut adalah bahwa 

peranan sektor swasta dalam rangka 

mewujudkan korporasi petani yang berskala 

ekonomi tinggi sangat diperlukan 

sebagaimana praktek rintisan korporasi petani 

di Tasikmalaya. Selain itu untuk mewujudkan 

skala ekonomi yang besar dengan 

pengelolaan lahan sawah seluas + 5000 Ha 

melalui mekanisme konsolidasi lahan, sangat 

bergantung pada kontur tanah dan budaya 

masyarakat setempat.   

      Untuk memperdalam kajian yang 

dilakukan, maka dilakukan pemantauan 

lanjutan untuk melihat implementasi rintisan 

korporasi petani wilayah Kabupaten 

Magelang Jawa Tengah pada akhir Januari 

2018. Selanjutnya, untuk melaporkan hasil 

kajian atas keseluruhan rangkaian 

pemantauan yang telah dilakukan, Deputi 

Bidang Perekonomian menyampaikan memo 

kepada Sekretaris Kabinet melalui memo 

Nomor M.235, tanggal 2 April 2018. 

  

     Memo laporan kajian tersebut dikirimkan 

melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada 

Kementerian Pertanian Nomor B.146, tanggal 5 

April 2018, perihal Perkembangan Tindak 

Lanjut Arahan Presiden terkait 

Mengkorporasikan Petani 

     Inti dari kajian adalah bahwa untuk 

mewujudkan korporasi pertanian sesuai arahan 

Presiden dalam Ratas tentang 

mengkorporasikan petani. Terdapat beberapa 

upaya yang masih perlu dilakukan oleh 

Kementerian Pertanian antara lain:  

a. Membuat model bisnis korporasi petani 

sebagai pilot project untuk selanjutnya dapat 

direplikasi di beberapa tempat; 

b. Memfasilitasi kemitraan antara swasta 

sebagai off taker dan avails dengan petani 

sebagai penyedia bahan baku; 

c. Percepatan integrasi kartu tani; 

d. Akses pembiayaan perbankan melalui KUR. 
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12.  Focus Group Discussion 

“Implementasi Rewetting, 

Revegetation, dan 

Revitalitation Livelihood 

(R3) dalam Pengelolaan 

Lahan Gambut di 7 

Provinsi” 

 

     Sekretariat Kabinet khususnya 

Deputi Bidang Perekonomian menjadi 

anggota Tim Pengarah Teknis BRG. 

Dengan Peran Sekretariat Kabinet 

dalam pengelolaan gambut adalah 

mengawal perumusan kebijakan 

implementasi dan melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan 

kebijakan yg dilakukan oleh BRG 

sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 

2016 tentang BRG.  

     Untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam mengawal arahan 

Presiden dalam Rapat Kabinet 

Terbatas tentang Restorasi Gambut 

tanggal 11 Januari 2017, Sekretariat  

Kabinet telah mengadakan 

mengadakan Focus Group Discussion 

(FGD) “Implementasi Rewetting, 

Revegetation, dan Revitalitation 

Livelihood (R3) dalam Pengelolaan 

Lahan Gambut di 7 Provinsi” pada 

tanggal 6 April 2018 dengan 

narasumber Prof. Dr. Ir. H. Bambang 

Hero Saharjo, M.Agr dari Institut 

Pertanian Bogor. 

       FGD tersebut bertujuan untuk 

mengidentifikasi konsep R3 yang 

diberlakukan dalam pengelolaan gambut, 

mengidentifikasi implementasi konsep R3 di 

lapangan, dan mengidentifikasi 

permasalahan umum restorasi lahan gambut 

dan penerapan R3.  

      Setkab pada tanggal 6 Agustus 2018 

menyelenggarakan rapat koordinasi progres 

pelaksanaan restorasi gambut yang dihadiri 

oleh Deputi Bidang Konstruksi Operasi dan 

Pemeliharaan BRG, Deputi Bidang Edukasi 

Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan BRG, 

dan Direktur Pengendalian Kerusakan 

Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 

      Rapat koordinasi (rakor) bertujuan untuk 

mengetahui capaian terkini (per Agustus 

2018) dari pelaksanaan restorasi gambut di 7 

provinsi prioritas beserta kendala yang 

dihadapi hingga di tingkat tapak. Selain itu, 

untuk mengetahui progres tindak lanjut 

arahan Presiden yang disampaikan dalam 

Rapat Terbatas maupun Rapat Koordinasi 

Nasional yang dipimpin oleh Presiden 

mengenai restorasi gambut dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  

 

     Rakor membahas progres pelaksanaan 

restorasi gambut oleh BRG dan disampaikan 

bahwa menindaklanjuti arahan Presiden dalam 

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian 

Karhutla sebagai upaya persiapan Asian Games. 

      Tahun 2018, BRG dengan Badan Geologi 

dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) 

Prov. Sumatera Selatan telah melakukan upaya 

untuk meminimalisir potensi karhutla di Prov. 

Sumatera Selatan. 

       Melalui Presiden dengan nomor memo 

M.921 tanggal 17 Agustus 2018, Setkab 

mendorong agar menteri LHK mempercepat 

penyelesaian penyusunan rencana kerja 

pengelolaan gambut yang akan dilakukan 

sebagai pedoman perusahaan HTI. 
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Tabel 3.5 

Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 2 

 (Tusi 4) 

Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan  

Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perekonomian 

NO SUBSTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

1.  Peraturan Presiden 

tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2019 

 

Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 

kepada Presiden mengajukan permohonan 

penetapan Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2019 (RPerpres RKP 2019).  

RPerpres RKP 2019 memuat arah 

kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang 

merupakan komitmen Pemerintah untuk 

memberikan kepastian kebijakan, 

pendanaan, kerangka regulasi, kerangka 

pelayanan umum, dan investasi dalam 

melaksanakan pembangunan nasional 

yang berkesinambungan.RPerpres tersebut 

juga merupakan pelaksanaan ketentuan 

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional 

yang menyebutkan bahwa rancangan akhir 

RKP diatur dengan Peraturan Presiden.  

Terhadap permohonan dimaksud, 

Sekretariat Kabinet meneliti dan memberikan 

masukan atas draf RPerpres RKP 2019 beserta 

lampirannya, melalui beberapa forum rapat 

antara lain: 

1. Tanggal 23 Mei 2018 di Kementerian   

PPN/Bappenas. 

      Sekretariat Kabinet antara lain 

mengusulkan kepada Kementerian 

PPN/Bappenas agar Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian dan 

Kementerian Keuangan diikutsertakan dalam 

rapat pembahasan RKP Tahun 2019, yang 

kemudian ditindaklanjuti Kementerian 

PPN/Bappenas dalam rapat berikutnya 

tanggal 5 Juni 2018 dengan turut 

mengundang Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian dan Kementerian 

Keuangan. 

2. Tanggal 5 Juni 2018 di Kementerian 

PPN/Bappenas. 

     Sekretariat Kabinet memberikan masukan 

substantif dan teknik penyusunan 

perundang-undangan untuk RPerpres RKP 

2019, termasuk kemungkinan memasukkan 

informasi mengenai Pagu Anggaran 

Kementerian/ Lembaga dan tidak 

memasukkan RKP on the map yang 

menampilkan lokasi Proyek Prioritas hingga 

level kabupaten/kota dalam Lampiran 

RPerpres RKP 2019 karena akan 

berimplikasi pada penambahan jumlah 

halaman RPerpres.  

RPerpres RKP 2019 telah 

ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 24 

Agustus 2018 dan ditetapkan sebagai Perpres 

Nomor 72 Tahun 2018  tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2019. 
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REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

2.  Peraturan Presiden 

Nomor 73 Tahun 2018 

tentang Pengakhiran 

Tugas dan Pembubaran 

Badan Pembina Proyek 

Asahan dan Otorita 

Pengembangan Proyek 

Asahan  

 

Dengan berakhirnya Master 

Agreement between The Government of 

The Republic of Indonesia and The 

Investor for Asahan Hydroelectric and 

Alumunium Project dan telah 

dialihkannya aset tanah Otorita Asahan 

kepada Indonesia, maka tugas Otorita 

Asahan dipandang telah selesai dan perlu 

dilakukan pengakhiran tugas serta 

pembubarannya. Untuk itu Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

menyampaikan permohonan agar Presiden 

menyetujui penyusunan Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Pengakhiran 

Tugas dan Pembubaran Badan Pembina 

Proyek Asahan dan Otorita 

Pengembangan Proyek Asahan. 

 

Sekretariat Kabinet ikut mendorong 

proses penyusunan Perpres dengan terlibat 

dalam beberapa kegiatan yang mengkaji tentang 

pengakhiran tugas dan pembubaran badan 

Pembina proyek asahan, pengalihan barang 

milik negara yang dimiliki oleh otorita asahan, 

dan status karyawan pada otorita asahan.  

Pada tanggal 2 Mei 2018 Sekretariat 

Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan 

RPerpres yang dihadiri oleh wakil dari 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN), dan Kementerian 

Perindustrian. Dalam rapat tersebut membahas 

dan menyepakati perubahan rumusan RPerpres 

dengan pertimbangan agar Kementerian 

Keuangan dapat menelusuri keseluruhan aset 

diluar yang telah tercatat di Kementerian 

Perindustrian, dan terdapat perbedaan jumlah 

aset antara data yang dilaporkan oleh Otorita 

Asahan dengan jumlah yang ditelusuri oleh 

DJKN. 

RPerpres tersebut menjadi landasan 

untuk pendanaan pelaksanaan pengakhiran tugas 

Otorita Asahan, termasuk pembayaran uang 

penghargaan kepada pimpinan dan karyawan 

Otorita Asahan, dan memberikan kepastian bagi 

status dari aset lainnya yang masih dikelola oleh 

Otorita Asahan yang selanjutnya menjadi 

wewenang Kementerian/Lembaga. 

Rperpres tersebut ditetapkan oleh 

Presiden menjadi Peraturan Presiden Nomor 73 

Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan 

Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan 

dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan 

pada tanggal 31 Agustus 2018. 

 

3.  Peraturan Presiden 

tentang Jenis dan 

Besaran Hak Keuangan 

dan Fasilitas Lainnya 

bagi Manajemen 

Eksekutif Komite 

Nasional Keuangan 

Syariah 

 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional / Kepala Bappenas kepada 

Presiden mengajukan Permohonan 

Penetapan Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan 

dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen 

Eksekutif Komite Nasional Keuangan 

Syariah (RPerpres Hak Keuangan KNKS).  

RPerpres tersebut sebagai landasan 

Terhadap permohonan dimaksud, 

Sekretariat Kabinet meneliti draf RPerpres Hak 

Keuangan KNKS, dan terdapat beberapa hal 

yang masih perlu diklarifikasikan kepada 

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian 

Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB, 

sehingga pada tanggal 4 Mei 2018 di Sekretariat 

Kabinet diselenggarakan rapat penyempurnaan 

RPepres Hak Keuangan KNKS, terkait: 

     RPerpres Hak Keuangan KNKS telah 

ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 

September 2018 dan ditetapkan sebagai 

Perpres Nomor 80 Tahun 2018  tentang Jenis 

dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas 

Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite 

Nasional Keuangan Syariah. 
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hukum bagi penetapan jenis dan besaran 

hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi 

manajemen eksekutif KNKS sesuai 

amanat Pasal 13 ayat (2) Perpres Nomor 

91 Tahun 2016 tentang KNKS. 

a. Grading fasilitas lainnya bagi Manajemen 

Eksekutif KNKS; 

b. Waktu dimulainya pemberian hak keuangan 

bagi Direktur Eksekutif; 

c. Mekanisme perubahan besaran hak 

keuangan; 

Hak keuangan Sekretariat KNKS yang bersifat 

ex-officio. 

4.  Rancangan Instruksi 

Presiden Aksi Nasional 

Perlindungan Konsumen 

 

Hasil pemetaan Indeks 

Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia 

di tahun 2016, survei yang dilakukan oleh 

Kementerian Perdagangan terhadap 

konsumen di 13 Provinsi, menunjukkan 

nilai yang masih rendah, yaitu 30,86. Nilai 

tersebut masih rendah 20,26 poin 

dibandingkan dengan nilai perhitungan 

IKK di 29 negara Eropa tahun 2011 yang 

sudah mencapai 51,31. 

 

Dalam hal ini, Deputi Bidang 

Perekonomian selaku mitra Kementerian 

Perdagangan dan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan 

Nasional bersama kementerian terkait lainnya 

menyusun kebijakan, strategi, sasaran, target, 

dan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

perlindungan konsumen. Semua kebijakan 

tersebut dikemas dalam suatu Rancangan 

Instruksi Presiden tentang Aksi Nasional 

Perlindungan Konsumen Tahun 2018-2019, 

yang akan menjadi pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan terkait untuk 

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang 

lebih sinergi, harmonis, dan terintegrasi. 

Sekretaris Kabinet melalui surat 

nomor B.467/Seskab/Ekon/09/2018 tanggal 27 

September 2018 kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan 

dan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional telah menyampaikan permohonan 

paraf persetujuan Menteri terhadap Rancangan 

Instruksi Presiden dimaksud, dan selanjutnya 

untuk diajukan kepada Presiden guna 

penetapannya. 

 

5.  Usulan Keanggotaan 

Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan 

dan Karimun Periode 

Tahun 2018-2023 

 

          Keputusan Presiden Nomor 19 dan 

20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-

2023 akan berakhir pada tanggal 7 Mei 

2018, sehingga perlu ditetapkan kembali 

Susunan Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan 

Karimun Periode Tahun 2018-2023. 

Gubernur Kepulauan Riau kepada 

Presiden menyampaikan Usulan Susunan 

Keanggotaan Dewan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-

2023.  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas disebutkan bahwa Ketua dan Anggota 

Dewan Kawasan ditetapkan Presiden atas usul 

Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Sehubungan dengan pertimbangan 

tersebut, Gubernur Kepulauan Riau 

mengusulkan nama-nama calon keanggotaan 

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode 

Tahun 2018-2023.  

 

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet 

menyampaikan: 

a. Pengusulan Keanggotaan Dewan Kawasan 

(Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas) yang akan ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden harus melalui 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan, suatu rencana kebijakan dalam 

bentuk Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan berasal/disiapkan oleh 

Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian sesuai dengan bidang 
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tugasnya. 

b. Usulan struktur keanggotaan Dewan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun 

Periode Tahun 2018-2023 perlu dikaji 

dengan menyesuaikan rencana kebijakan 

Pemerintah yang akan melebur yang akan 

melebur Dewan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan 

Karimun ke dalam Kawasan Nasional. 

6.  Penyusunan Peraturan 

Presiden Nomor 20 

Tahun 2018 Tentang 

Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing 

 

Arahan Presiden terkait 

penyederhanaan perizinan TKA 

disampaikan pada sejumlah rapat terbatas, 

yaitu rapat terbatas tanggal 5 Januari 

2018, 31 Januari 2018, dan 6 Maret 2018. 

Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya 

memperbaiki dan menyederhanakan 

proses birokrasi untuk meningkatkan 

investasi, baik melalui debirokratisasi, 

maupun deregulasi. Salah satu hal yang 

menjadi perhatian Pemerintah diantaranya 

terkait dengan perizinan penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama 

ini banyak dikeluhkan pelaku usaha, atau 

investor karena prosesnya yang dipandang 

rumit dan waktunya yang lama.  

         Menindaklanjuti arahan Presiden tentang 

penyederhanaan perizinan TKA, Sekretariat 

Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan 

Presiden mengenai Penggunaan TKA sebagai 

pengganti Perpres yang mengatur perizinan 

TKA sebelumnya, dan membahasnya beberapa 

kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di 

Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok 

penyederhanaan dalam Perpres:  

1. Perizinan penggunaan TKA dilakukan 

secara online (data sharing) antar instansi 

yang terlibat dalam proses perizinan TKA 

(tidak lagi terjadi tatap muka dalam proses 

pemberian perizinan TKA). 

2. Pengesahan Rencana Kerja Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing oleh Menteri 

Ketenagakerjaan atau pejabat merupakan 

izin untuk mempekerjakan TKA.  

3. Penghapusan syarat rekomendasi dari 

kementerian/ lembaga dalam proses 

perizinan TKA. 

4. Permohonan Visa Tinggal Terbatas 

sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin 

Tinggal Terbatas (Itas). 

5. Pemberian Itas dilaksanakan di tempat 

pemeriksaan imigrasi yang sekaligus disertai 

dengan pemberian Izin Masuk Kembali 

untuk beberapa kali perjalanan.  

 

         RPerpres Penggunaan TKA pada 

akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 

26 Maret 2018, dan diundangkan pada tanggal 

29 Maret 2018.  

 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan TKA tersebut secara garis besar 

mengatur penyederhanaan birokrasi dan 

administrasi perizinan penggunaan TKA di 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat 

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan 

HAM. 

       Penyederhanaan proses perizinan 

penggunaan TKA melalui Perpres Nomor 20 

Tahun 2018 dilakukan tanpa mengurangi faktor 

pengawasan dan keamanan serta kepentingan 

dalam negeri, khususnya dalam melindungi 

tenaga kerja Indonesia. 
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7.  Peraturan Presiden 

tentang Percepatan 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah 

Aliran Sungai Citarum 

 

Arahan Presiden RI pada Rapat 

Terbatas Kabinet tanggal 16 Januari 2018 

terkait dengan Penanggulangan 

Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran 

Sungai Citarum ditindaklanjuti oleh Surat 

dari Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman pada tanggal 8 Februari 2018 

dengan menyampaikan Rancangan 

Peraturan Presiden yang merupakan hasil 

pembahasan tingkat eselon I di 

Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman. 

 

Terhadap surat tersebut, Deputi Bidang 

Perekonomian Sekretariat Kabinet 

menindaklanjutinya dengan melaksanakan rapat 

beberapa kali guna penyempurnaan redaksi atas 

Rperpres tersebut secara antarkementerian 

terakhir pada tanggal 23 Februari 2018, yang 

menyepakati bahwa perlunya melakukan 

percepatan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan DAS Citarum secara terpadu 

dibentuk Tim Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang 

selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut 

Tim DAS Citarum. 

RPerpres tersebut mengatur mengenai: 1) 

percepatan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan daerah aliran sungai Citarum; 2) 

pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran 

dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum; 

3) dukungan kementerian/lembaga dalam 

percepatan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan daerah aliran sungai Citarum; dan 4) 

pemberian insentif perpajakan bagi Wajib Pajak 

yang ikut serta dalam program pengendalian 

pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai 

Citarum dengan menyediakan infrastruktur 

sosial. 

Berkenaan dengan penyampaian dan 

proses penyempurnaan naskah RPerpres 

tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat 

B.87/Seskab/Ekon/3/2018 pada 2 Maret 2018 

memohon paraf persetujuan pada setiap lembar 

naskah RPerpres kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator 

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinatr 

Bidang Kemaritiman, dan Menteri Keuangan 

Geospasial. 

Pada tanggal 6 Maret 2018, setelah proses 

pembubuhan dan penyempurnaan materi 

terhadap RPerpres tersebut, Sekretaris Kabinet 

menyampaikan permohonan penetapan kepada 

Presiden. 

Dengan ditandatanganinya RPerpres oleh 

Presiden pada 14 Maret 2018, maka RPerpres 

tersebut resmi ditetapkan menjadi Perpres 

dengan Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Percepatan PengendalianPencemarandan 

Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. 

 

8.  Peraturan Presiden 

Nomor 45 Tahun 2018 

Tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan 

Perkotaan Cekungan 

Bandung 

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang 

kepada Presiden menyampaikan 

Rancangan Peraturan Presiden tentang 

Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan 

Perkotaan Bandung dan Rancangan 

Peraturan Presiden tentang RTR Kawasan 

Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, 

Salatiga, Semarang, dan Purwodadi 

(RPerpres). RPerpres dimaksudkan 

sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan Pasal 82 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Berkenaan dengan penyampaian 

Rperpres tersebut, Pada tanggal 13 & 14 

Februari 2018 secara intensif Sekretariat 

Kabinet beserta Kementerian ATR/BPN, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, dan Bappenas melakukan 

pembahasan rumusan pengaturan 

pengembangan Kawasan Walini ke dalam 

RPerpres serta pengecekan terakhir RPerpres 

secara keseluruhan terkait kesesuaian antara 

pengaturan pada batang tubuh dan lampiran 

(Peta & Indikasi Program). 

Pada tanggal 1 Maret 2018 melalui surat 

Selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2018, 

setelah mendapatkan tanda tangan Presiden, 

RPerpres tersebut kemudian dilakukan 

penetapan dan diundangkan menjadi Perpres 

dengan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan 

Cekungan Bandung. 
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Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional. 

nomor B.85/Seskab/Ekon/03/2018, Sekretaris 

Kabinet menyampaikan permohonan paraf 

persetujuan kepada Menteri ATR/BPN dan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas 

naskah RPerpres sebelum dilakukan penetapan 

oleh Presiden. 

9.  Rancangan Peraturan 

Presiden tentang 

Percepatan Penetapan 

Lahan Sawah 

Berkelanjutan 

 

       Alih fungsi lahan sawah kepada lahan 

non sawah mencapai 100.000 hektar 

pertahun, dan berdampak pada hilangnya 

5 juta rumah tangga pertanian dalam satu 

dekade terakhir.  

       Sehubungan dengan hal tersebut, 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian memberikan arahan untuk 

menyusun Rancangan Peraturan Presiden 

tentang Percepatan Penetapan Lahan 

Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian 

Alih Fungsi Lahan Sawah (RPerpres) 

sebagai instrumen hukum guna mencegah 

alih fungsi lahan sawah kepada lahan non 

sawah, khususnya kepada daerah yang 

belum menetapkan LP2B. 

 

      Selanjutnya arahan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian tersebut ditindaklanjuti 

dengan penyelenggaraan beberapa rapat yang 

melibatkan Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, 

pembahasan lebih lanjut mengenai RPerpres 

dilakukan kembali di bawah koordinasi 

Kementerian Hukum dan HAM. 

       Dalam rapat tersebut, Sekretariat Kabinet 

menyampaikan pendapat sesuai masukan yang 

telah disampaikan secara tertulis melalui surat 

Deputi Nomor B.932, yang intinya perlu 

dipertimbangkan kembali terhadap rencana 

penerbitan RPerpres sebagai instrumen hukum 

untuk mencegah alih fungsi lahan sawah 

kepada lahan non sawah khususnya kepada 

daerah yang belum menetapkan LP2B, dengan 

alasan bahwa:  

1) Substansi mengenai pengintegrasian 

LSB dengan rencana tata ruang dalam 

RPerpres tidak selaras dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang LP2B dan 

Pemda, karena dinilai mengambil alih 

kewenangan Pemda untuk menetapkan 

wilayahnya sebagai areal kegiatan pertanian 

dan/atau non pertanian. 

2) Substansi mengenai pengendalian 

alih fungsi lahan sawah dalam RPerpres 

dinilai tidak efektif pelaksanaannya. Hal ini 

mengingat Penetapan LSB oleh Menteri 

ATR/Kepala BPN melalui RPerpres hanya 

merupakan data indikatif lahan sawah yang 

tidak secara otomatis merubah status LSB 

menjadi Kawasan Pertanian Pangan 

Selanjutnya, dalam hal proses 

RPerpres dinilai tetap perlu dilanjutkan, 

muatan materi RPerpres diusulkan terbatas 

pada penetapan LSB yang selanjutnya 

menjadi acuan Pemda dalam penyusunan 

LP2B dalam rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota dan/atau rencana rinci tata 

ruang wilayah kabupaten/kota. 

Terhadap usulan Sekretariat Kabinet 

tersebut di atas, rapat menyepakati agar 

penyusunan RPerpres tetap dilanjutkan 

dengan catatan: 

1) ruang lingkup RPerpres dibatasi 

hanya pada penetapan LSB dalam peta 

indikatif; 

2) perubahan judul RPerpres untuk 

menghindari pemahaman bahwa LSB 

merupakan bagian dari LP2B, sehingga 

peraturan perundang-undangan mengenai 

LP2B tidak secara otomatis berlaku untuk 

LSB; dan 

3) pengendalian alih fungsi lahan 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Hal tersebut telah dilaporkan melalui  

Memorandum Nomor M- 613, tanggal 30 

Oktober 2018. Selanjutnya Kementerian 

Hukum dan HAM akan segera 

menyelenggarakan rapat lanjutan pembahasan 

RPerpres. 
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Berkelanjutan (KP2B) dan LP2B. 

Sehubungan hal tersebut, kewenangan 

Menteri ATR/Kepala BPN dalam 

memberikan persetujuan alih fungsi LSB 

yang belum ditetapkan menjadi LP2B dalam 

rencana tata ruang menjadi tidak bermakna. 

10.  Rancangan Peraturan 

Pemerintah tentang 

Pulau Karantina 

 

Penyusunan Peraturan Pemerintah 

tentang Pulau Karantina (RPP) pada 

pokoknya merupakan amanat pelaksanaan 

Pasal 36D Ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Selain itu, penyelesaian RPP juga 

dilakukan sebagai tindak lanjut Arahan 

Presiden terkait Pembangunan Pulau 

Karantina pada Rapat Terbatas tanggal 6 

Juni 2017 tentang Evaluasi Pelaksanaan 

PSN di Provinsi Bangka Belitung, yang 

terdiri dari penyelesaian regulasi terkait 

pulau karantina dan penyusunan cost and 

benefit atas rencana pembangunan pulau 

karantina.  

 

      Terhadap penyusunan RPP dimaksud, 

Kementerian Pertanian telah melakukan 

pembentukan Panitia Antar Kementerian (PAK) 

Penyusunan RPP melalui Surat Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 

116/Kpts/OT.050/2/2018, dengan 

mengikutsertaan Asdep Bidang Ketahanan 

Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan sebagai salah satu anggota PAK. 

Setelah dilakukan beberapa kali rapat PAK 

pembahasan RPP, Menteri Pertanian melalui 

surat Nomor B-3921/ HK.120/A/08/2018 

tanggal 31 Agustus 2018 kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan 

permohonan pengharmonisasian konsepsi 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pulau 

Karantina. Lebih lanjut, Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia melakukan tiga kali 

rapat pleno untuk membahas penyempurnaan 

substansi dan teknis penulisan peraturan 

perundang-undangan atas RPP dengan 

melibatkan Sekretariat Kabinet, yang telah 

dilaporkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, 

Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

kepada Deputi Bidang Perekonomian melalui 

memo Nomor M.601 tanggal 25 Oktober 2018.  

Beberapa masukan atas RPP yang disampaikan 

Sekretariat Kabinet dalam rapat dimaksud, 

yaitu: 

a. Perlu pengaturan secara jelas yang 

membedakan kegiatan penentuan zona oleh 

Menteri Pertanian berdasarkan hasil 

penilaian yang dilakukan oleh otoritas 

veteriner nasional (Pasal 4 dan Pasal 5 

RPP) dan penetapan zona oleh Menteri 

Pertanian berdasarkan hasil analisis risiko 

oleh otoritas veteriner nasional (Pasal 8 dan 

Pasal 9 RPP), sehingga dapat terlihat 

apakah kedua kegiatan tersebut merupakan 

satu rangkaian kegiatan atau merupakan 

kegiatan yang berbeda. 

b. Perlu pengaturan secara jelas mengenai 

program/kegiatan penguatan sistem yang 

akan dilakukan dalam rangka peningkatan 

pengamanan penyakit hewan di dalam 

negeri, mengingat materi penguatan sistem 

dalam Pasal 6 Ayat (1) RPP dinilai hanya 

mengatur mengenai tujuan yang akan 

dicapai. 

c. Perlu pengaturan secara jelas mengenai 

pelaksanaan surveilans dalam Pasal 6 Ayat 

(2), Ayat (3) dan Ayat (4) RPP karena 

dinilai tidak mendalam. 

d. Keikutsertaan pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah terkait dalam tim 

studi kelayakan (Pasal 14 Ayat (1) huruf i 

dan j RPP). 

e. Perlunya penjelasan mengenai pelaksanaan 

prinsip pengamanan maksimum di pulau 
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karantina (Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) 

RPP). 

Terhadap penyempurnaan RPP yang 

telah dilakukan, Direktur Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor 

PPE.PP.03.03-651 tanggal 31 Oktober 2018 

kepada Menteri Pertanian, menyampaikan hasil 

pengharmonisasian, pembulatan dan 

pemantapan konsepsi RPP untuk dapat 

diajukan kepada Presiden guna mendapatkan 

penetapan. 

11.  Instruksi Presiden 

Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Penundaan dan 

Evaluasi Perizinan 

Perkebunan Kelapa 

Sawit serta Peningkatan 

Produktivitas 

Perkebunan Kelapa 

Sawit  

 

Rancangan Instruksi Presiden 

tersebut diajukan kepada Presiden oleh 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Perekonomian) 

dengan judul Evaluasi dan Penundaan 

Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta 

Peningkatan Produktivitas Perkebunan 

Kelapa Sawit (surat Nomor: S-

9/M.EKON/01/2017 tanggal 23 Januari 

2017). Pengajuan tersebut dimaksudkan 

untuk melaksanakan arahan Presiden 

tanggal 14 April 2016 yang disampaikan 

di Pulau Karya, Kepulauan Seribu dan 

dimaksudkan untuk mengatasi 

permasalahan produktivitas kelapa sawit 

yang mempengaruhi penggunaan lahan. 

 

Menindaklanjuti pengajuan tersebut 

Sekretariat Kabinet melakukan pemrosesan 

RInpres melalui serangkaian kegiatan 

pengkajian dan rapat pembahasan. Terhadap 

hasil rapat tersebut, Menko Bidang 

Perekonomian melakukan revisi terhadap 

substansi yang kemudian disampaikan kembali 

penyempurnaan RInpres tersebut kepada 

Sekretaris Kabinet (Seskab) pada tanggal 20 

September 2017 (Nomor:S-

239/M.EKON/09/2017). 

        Sekretariat Kabinet telah beberapa kali 

mengadakan rapat koordinasi penyempurnaan 

RInpres dengan rapat koordinasi terakhir pada 

tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian diikuti 

dengan adanya surat permohonan paraf 

persetujuan ulang atas RInpres kepada Menko 

Bidang Perekonomian, Menteri LHK, Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Menteri 

ATR/BPN), Menteri Pertanian, dan Menteri 

dalam Negeri (surat Nomor 

B.177/Seskab/Ekon/04/2018 dan Nomor 

B.178/Seskab/ Ekon/04/2018 tanggal 23 April 

2018). 

Setelah pengajuan Seskab melalui 

memorandum Nomor M-705 tanggal 3 Juli 

2018  kepada Presiden, pada tanggal 19 

September 2018 Presiden menetapkan Inpres 

tersebut melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018. 

Selanjutnya pasca penetapan tersebut 

Sekretariat Kabinet akan melakukan 

pemantauan terhadap kebijakan moratorium 

dan peningkatan produktivitas perkebunan 

kelapa sawit. Hal tersebut penting mengingat 

hasil pendataan dan verifikasi Hak Guna Usaha 

perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan 

merupakan input bagi pencapaian Tanah 

Obyek Reforma Agraria (TORA) atau sumber 

TORA yang merupakan agenda prioritas 

nasional. 

 

 

12.  Peraturan Presiden 

Nomor 115 Tahun 2018 

tentang Pengesahan 

 Rancangan Peraturan Presiden 

(RPerpres) tersebut diajukan kepada 

Presiden melalui Surat Menteri Luar 

 Sebelum diajukan kepada Presiden, 

Sekretariat Kabinet meminta paraf persetujuan 

RPerpres kepada Menteri LHK dan Menteri 

 Peraturan Presiden menjadi dasar 

ratifikasi Agreement on the Establishment of 

The Asian Forest Cooperation Organization, 
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Agreement on the 

Establishment of The 

Asian Forest Cooperation 

Organization 

(Persetujuan Tentang 

Pembentukan 

Organisasi Kerja Sama 

Kehutanan Asia) 

Negeri Nomor: 549/HI/09/2018/08/01 

tanggal 27 September 2018 tentang 

permohonan penetapan Rancangan 

Peraturan Presiden tentang Pengesahan 

Agreement on the Establishment of The 

Asian Forest Cooperation Organization 

(Persetujuan Tentang Pembentukan 

Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia), 

dimana RPerpres diprakarsai oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). 

 Ratifikasi ini diperlukan untuk 

memberikan dasar hukum bagi berlakunya 

Agreement on the Establishment of The 

Asian Forest Cooperation Organization 

secara nasional dan keanggotaan 

Indonesia dalam organisasi tersebut.  

Luar Negeri (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: 

B.477/Seskab/Ekon/10/ 2018 tanggal 2 Oktober 

2018). 

 Setelah diparaf, RPerpres diajukan kepada 

Presiden melalui memo Sekretaris Kabinet 

Nomor: M.1135 tanggal 5 Oktober 2018. 

 RPerpres ditetapkan oleh Presiden tanggal 

14 November 2018 melalui Peraturan Presiden 

Nomor 115 Tahun 2018. 

untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan akan segera mendepositkan 

ratifikasi tersebut kepada Sekretariat AFoCO. 

 Adapun manfaat ratifikasi dalam Perpres 

Nomor 115 Tahun 2018 tersebut yakni untuk 

mempromosikan dan melaksanakan aksi nyata 

dalam program kerjasama kehutanan di Asia, 

sarana kampanye positif pembangunan 

kehutanan Indonesia, sarana sharing lesson 

learned pembangunan hutan di Indonesia 

kepada anggota lain. 

 

 

Tabel 3.6 

Gambaran Indikator Kinerja Kegiatan 3 

 (Tusi 5) 

Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan 

yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian 

NO SUBSTANSI ISU TINDAK LANJUT 
REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

1. Tarif Cukai Tembakau 

dan Harga Jual Eceran 

(HJE) Tahun 2019 

Menteri Keuangan mengusulkan 

Rencana Kenaikan Tarif Cukai Tembakau 

dan Harga Jual Eceran (HJE) untuk tahun 

2019. Kenaikan tarif cukai dan HJE ini 

mendapat respon kurang baik dari 

beberapa pelaku industri yang 

mengkhawatirkan terjadinya penurunan 

volume produksi rokok. Selain itu juga 

terdapat usulan dari Menteri Perindustrian 

agar dilakukan penundaan 

penyederhanaan strata/layer tarif, dan 

penggabungan produksi SKM dan SPM 

Keputusan dalam Rakortas dimaksud 

disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden 

dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 2 

November 2018.  

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Sekretariat 

Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi 

kepada Presiden yaitu: 

a. Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian 

agar mengkaji kembali secara cermat dampak 

besaran kenaikan tarif cukai dan HJE yang 

cukup signifikan untuk tahun 2019 dengan 

mempertimbangkan 4 (empat) aspek utama 

secara seimbang, yaitu: kesehatan; pencegahan 

rokok illegal; volume produksi, tenaga kerja 

dan permintaan terhadap tembakau dan 

cengkeh; dan penerimaan Negara. 
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sebagai dasar penentuan golongan 

pengusaha pabrik rokok pada tahun 2019. 

Atas permasalahan ini Menko 

Bidang Perekonomian menyelenggarakan 

Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat 

Menteri pada tanggal 30 Oktober 2018 

yang dipimpin oleh Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian, dan dihadiri 

Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan 

Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat 

Kabinet. Rapat menghasilkan beberapa 

keputusan sebagai berikut: 

a. Pada Tahun 2019, tarif cukai 

tembakau akan dinaikan pada kisaran 

lebih dari 10%-17%, dan HJE pada 

kisaran 26,7%-34% (kenaikan tarif 

cukai dan HJE tertinggi akan 

dikenakan pada Sigaret Putih Mesin 

(SPM) dan Sigaret Kretek Mesin 

(SKT)). Untuk Sigaret Kretek Tangan 

(SKT) tidak mengalami kenaikan tarif 

cukai, dan hanya mengalami kenaikan 

HJE yang paling kecil dengan rata-

rata hanya sebesar 5% untuk golongan 

SKT tertinggi. 

b. Penyederhanaan strata layer pada 

golongan pengusaha tembakau untuk 

jenis SKM dan SPM tetap dilakukan 

pada tahun 2019. 

c. Penundaan pelaksanaan pengabungan 

produksi SKM dan SPM selama 2 

(dua) tahun ke depan dan/atau akan 

berlaku pada tahun 2021.  

Kenaikan tarif cukai dan HJE yang terlalu 

tinggi memang akan menurunkan konsumsi 

rokok, namun akan berdampak pada penurunan 

volume produksi secara signifikan dan 

kemudian menurunkan permintaan terhadap 

tembakau lokal dan cengkeh,  mendorong 

peredaran rokok illegal, dan menurunkan 

penerimaan negara dari cukai (volume produksi 

rokok sebagai basis penerimaan cukai akan 

turun sehingga penerimaan negara tidak 

tercapai). 

b. Penyederhanaan strata/layer tarif tetap 

dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan 

produksi SKM dan SPM sebagai dasar 

penentuan golongan pengusaha pabrik rokok 

ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada 

tahun 2021). 

 

Dalam pelaksanaannya Presiden 

memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan tarif 

cukai dan HJE pada tahun 2019. Selain itu Presiden 

juga memutuskan agar penyederhanaan strata/layer 

tetap dilakukan pada tahun 2019, dan 

penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai 

dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok 

ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 

2021).  

 

2. peningkatan investasi 

dan peningkatan ekspor 

Sebagai tindak lanjut dari Arahan 

Presiden dalam Rapat Terbatas tentang 

Peningkatan Investasi dan Perdagangan 

pada tanggal 5 Januari 2018, dimana 

Presiden menyampaikan beberapa arahan 

Pemerintah kembali menyelenggarakan 

Ratas tentang peningkatan investasi dan 

peningkatan ekspor pada tanggal 31 Januari 2018. 

Dalam Ratas tanggal 31 Januari 2018 

tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahan 

Terhadap Arahan Presiden dalam Ratas 

tanggal 31 Januari 2018 dan permasalahan 

ekonomi yang dihadapi Indonesia, Sekretariat 

Kabinet memberikan rekomendasi yang 

disampaikan kepada Presiden sebagai berikut: 
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mengenai peningkatan investasi yang 

perlu untuk ditindaklanjuti K/L yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menteri Kesehatan dan 

pimpinan K/L terkait agar 

memperhatikan regulasi obat-obatan 

untuk mengatasi permasalahan 

misalnya rendahnya investasi di sektor 

obat-obatan, alat kesehatan, serta 

lamanya proses perizinan. 

b. Menteri Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi agar 

memastikan investor asing di bidang 

pendidikan yang akan berinvestasi di 

Indonesia diproses segera. 

c. Para Menteri dan kepala 

lembaga agar langsung menangani 

investor yang datang untuk 

mempercepat proses investasi. 

d. Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 

Kepala BKPM, dan pimpinan K/L 

terkait agar menentukan lokasi/tempat 

pembangunan KEK Pendidikan. 

e. Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral, dan Menteri BUMN 

agar memperhatikan investasi kilang 

minyak yang terhenti dan tidak ada 

realisasinya. 

f. Kepala BKPM dan pimpinan 

K/L terkait agar memperhatikan 

bahwa peningkatan investasi harus 

disertai dengan peningkatan lapangan 

pekerjaan. 

masukan dan rekomendasi untuk Ratas dimaksud. 

Beberapa hal yang dibahas dalam Ratas 

tersebut terkait dengan perekonomian nasional 

yang dihadapkan pada sejumlah risiko misalnya, 

kebijakan proteksionism Amerika Serikat, 

normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, 

intermediasi perbankan yang lemah, dan ruang 

fiskal yang terbatas. 

 

a. Memberdayakan Satuan Tugas percepatan 

investasi di instansinya masing-masing untuk 

mengawal investor sekaligus proaktif dalam 

penyelesaian permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi oleh investor. 

b. Melaporkan secara lisan atas hasil kunker LN 

dan tindak lanjutnya terkait investasi kepada 

Presiden per triwulan. 

c. Memastikan bahwa program kerja 

Kementerian/Lembaga selaras dan focus pada 

pencapaian target investasi yang tercakup 

dalam RKP 2018. 

d. Segera melakukan penyederhanaan izin yang 

menjadi lebih sederhana dan waktunya 

dikurangi. 

e. Mematuhi Inpres 7 tahun 2017 dalam 

menyusun kebijakan, dimana analisa dampak 

dan risiko serta konsultasi publik harus 

dilakukan secara maksimal. 

 

3. Komite Nasional 

Keuangan Syariah 

 

Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan 

Sekretaris Kabinet menyampaikan hal 

tersebut kepada Presiden dengan memberikan 

pertimbangan dan urgensi, beserta saran dan 

rekomendasi terkait pengembangan keuangan 

Usulan dimaksud kemudian ditindaklanjuti 

dengan terselenggaranya Rapat Pleno KNKS yang 

membahas progres dan perkembangan keuangan 

syariah, serta rencana pengembangan keuangan 
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REKOMENDASI 

(OUTCOME) 

usulan Rapat Pleno Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS). 

syariah, antara lain: 

a. upaya percepatan pengembangan keuangan 

syariah perlu terus dilakukan mengingat pangsa 

pasar keuangan syariah nasional yaitu sebesar 

8,4% masih tertinggal jauh dibanding negara 

berpenduduk Muslim lainnya seperti Arab 

Saudi yang memiliki pangsa pasar 51,1%, 

Malaysia sebesar 23,8%, dan Uni Emirat Arab 

sebesar 19,6%; 

b. perlunya mengoptimalkan pengumpulan dana 

sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf agar 

potensi yang ada dapat dialokasikan sebagai 

dana pendukung pembangunan dalam berbagai 

bidang seperti kesehatan dan peningkatan 

ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat; 

c. perlunya membangun ekosistem ekonomi 

syariah untuk mengembangkan industri halal 

dan melakukan langkah-langkah pembukaan 

pasar serta peningkatan industri kreatif di 

bidang busana muslim guna meningkatkan 

penetrasi ke pasar busana muslim dunia; dan 

d. perlunya mendorong pengembangan industri 

makanan halal nasional, meningkatkan arus 

investasi untuk industri produk-produk 

makanan halal, serta penyiapan infrastruktur 

kelembagaan untuk sertifikasi produk makanan 

halal. 

syariah pada tanggal 5 Februari 2018. 

Sejalan dengan saran dan rekomendasi yang 

disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, dalam Rapat 

Pleno KNKS, Presiden memberikan arahan antara 

lain agar  strategi pengembangan keuangan syariah 

perlu ditangani dengan serius dengan melihat 

pangsa pasar yang menjanjikan antara lain: 

a. mendukung dan melibatkan pelaku-pelaku di 

bidang pangan muslim, busana muslim, 

kosmestik dan obat-obatan halal, dan wisata 

halal; 

b. memperbanyak pembukaan bank wakaf mikro; 

dan 

c. mengkaji kembali penggunaan dana sosial 

keagamaan untuk pembiayaan yang produktif. 

 

 

4. Peresmian Pembukaan 

Trade Expo Indonesia 

2018 ke-33 Tahun 2018. 

 

         Untuk meningkatkan daya saing 

ekspor barang dan jasa, sasaran 

perdagangan luar negeri dalam RPJMN 

2015-2019 antara lain dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekspor 

produk non-migas rata-rata 11,6% per 

tahun dan peningkatan pangsa pasar 

ekspor produk manufaktur menjadi 65%. 

 Guna meningkatkan ekspor 

tersebut, Kementerian Perdagangan 

sebagai counterpart dari Asisten Deputi 

Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan 

Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris 

Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada 

Presiden (Memo Nomor M.369/Ekon/5/2018 

tanggal 4 Mei 2108) guna mempertimbangkan 

untuk membuka/meresmikan TEI 2018 dengan 

pertimbangan bahwa TEI memiliki dampak positif 

bagi para pelaku usaha, dan kehadiran Presiden 

akan memberikan dorongan moril, semangat serta 

menunjukkan perhatian Pemerintah kepada para 

pelaku usaha ekspor dalam peningkatan ekspor 

Indonesia. 

Atas memorandum Sekretaris Kabinet 

tersebut, Presiden berkenan hadir dalam membuka 

dan meresmikan TEI 2018 pada tanggal 24 Oktober 

2018. 
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(OUTCOME) 

Ketenagakerjaan setiap tahun secara rutin 

menyelenggarakan Trade Expo Indonesia 

(TEI). TEI adalah salah satu agenda 

tahunan Kementerian Perdagangan dan 

merupakan pameran terbesar produk 

ekspor Indonesia sebagai salah satu upaya 

untuk mendorong ekspor Indonesia 

melalui pameran dagang berskala 

internasional dan terbesar di Indonesia. 

Kementerian Perdagangan dengan 

Surat Nomor 525/M-DAG/SD/4/2018 

tanggal 24 April 2018 telah 

menyampaikan permohonan kepada 

Presiden untuk membuka sekaligus 

menyerahkan penghargaan Primaniyarta 

dan Primaduta pada pembukaan TEI ke-

33 yang memiliki tema “Creating Product 

for Global Opportunities” pada tanggal 

24-28 Oktober 2018 di Indonesia 

Convention Exhibition Tangerang. 

5. Pembukaan World 

Conference on Creative 

Economy 2018 

Kepala Badan Ekonomi Kreatif 

(BEKRAF) menyampaikan permohonan 

kepada Presiden Republik Indonesia 

untuk membuka acara World Conference 

on Creative Economy (WCCE) 2018 yang 

akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 

6-8 November 2018. 

 

Terhadap permohonan Kepala Bekraf 

dimaksud, Sekretariat Kabinet memberikan 

rekomendasi Presiden berkenan membuka acara 

WCCE 2018 dimaksud, dengan pertimbangan: 

a. WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif 

internasional pertama di dunia yang telah 

diakui oleh Konferensi PBB untuk 

Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). 

b. WCCE akan diikuti oleh perwakilan 

pemerintah, organisasi internasional 

(UNCTAD, UNESCO, WIPO, ITU, UNDP dan 

UNIDO), pelaku kreatif dan bisnis, akademisi, 

think tank, dan media dari berbagai negara. 

Konferensi ini diharapkan menjadi kerangka 

utama kerja sama internasional di sektor 

ekonomi kreatif dan semakin menempatkan 

Indonesia sebagai pemain utama ekonomi 

kreatif di tingkat global. 

c. Event dengan skala internasional ini dapat 

     Sesuai dengan rekomendasi dari Deputi 

Perekonomian, Sekretaris Kabinet telah 

merekomendasikan Presiden untuk membuka 

WCCE 2018 dan Presiden menerima positif 

rekomendasi tersebut, namun demikian pada waktu 

yang bersamaan Presiden mengadakan Rapat 

Terbatas mengenai Lanjutan Pembahasan 

Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan POLRI, 

sehingga acara tersebut dibuka langsung oleh 

Menteri Luar Negeri dan Kepala BEKRAF. 
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menjadi kesempatan dalam mempromosikan 

Indonesia di mata dunia setelah berhasil 

menyelenggarakan event ASIAN Games 2018 

dan Annual Meeting IMF-WBG 2018 dengan 

sangat sukses. 

d. Presiden menyampaikan arahan pada tanggal 

20 Oktober 2018, yang intinya agar ekonomi 

kreatif dikembangkan dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui promosi, 

diferensiasi, dan branding.  

6. Peresmian 4 (empat) 

KEK yang telah siap 

beroperasi   

(KEK Morotai, KEK 

Bitung, KEK Galang 

Batang, dan KEK Arun 

Lhokseumawe).   

 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian selaku Ketua Dewan 

Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) menyampaikan Evaluasi Kesiapan 

Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) dan permohonan kepada Presiden 

untuk meresmikan 4 (empat) KEK yang 

telah siap beroperasi, antara lain KEK 

Morotai, KEK Bitung, KEK Galang 

Batang, dan KEK Arun Lhokseumawe. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian telah melakukan evaluasi 

terhadap 4 (empat) KEK tersebut dan 

telah memenuhi persyaratan operasional 

antara lain kesiapan infrastruktur dan 

fasilitas kawasan, kelembagaan dan SDM, 

serta perangkat pengendali administrasi 

dalam rangka pemberian pelayanan 

kepada pelaku usaha/investor di KEK. 

Keempat KEK tersebut diharapkan dapat 

diresmikan oleh Presiden pada bulan 

November 2018 atau sesuai dengan 

keluangan waktu Presiden. 

Terhadap permohonan Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian tersebut, Sekretariat Kabinet 

memberikan rekomendasi agar Bapak Presiden 

berkenan untuk meresmikan 4 (empat) KEK yang 

siap beroperasi pada bulan November 2018 atau 

sesuai dengan keluangan waktu Bapak Presiden.  

     Dengan pertimbangan: 

1. Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 

2009 tentang KEK dan PP Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan KEK, 

sebagaimana diubah dengan PP Nomor 100 

Tahun 2012, dinyatakan bahwa KEK yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah harus siap 

beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat 

diperpanjang 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.  

2. Empat KEK yang telah siap diresmikan 

tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan 

Pemerintah; 

3. Pengembangan KEK akan mempercepat 

pencapaian pembangunan ekonomi nasional, 

mempercepat perkembangan daerah, dan 

menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat 

KEK yang telah siap diresmikan tersebut telah 

memenuhi kriteria beroperasi serta memiliki 

target investasi dan penyerapan tenaga kerja.  

     Presiden melakukan kunjungan ke Aceh pada 

tanggal 14 Desember 2018 dalam rangka 

peresmian sejumlah proyek strategis termasuk 

KEK Arun Lhokseumawe. 

7. Hari Koperasi Nasional 

Ke 71 

 

     PLH Ketua Umum Dewan Koperasi 

Indonesia (DEKOPIN) dengan Surat 

nomor B/156/DEKOPIN-L/VII/2018, 

tanggal 3 Juli 2018 kepada Presiden 

(tembusan Sekretaris Kabinet dan Menteri 

Sekretaris Negara) menyampaikan 

     Deputi Perekonomian melalui Memo Nomor 

M.474. 10 Juli 2018 melaporkan kepada Sekretaris 

Kabinet yang intinya merekomendasikan Presiden 

untuk hadir dalam acara dimaksud sebegai bentuk 

keberpihakkan pemerintah kepada penggiat 

koperasi di seluruh Indonesia, disamping 

     Presiden hadir dalam acara hari koperasi ke-71 

yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2018 di ICE 

BSD Tangerang. 

     Dalam acara tersebut Presiden menyampaikan 

pentingnya Koperasi untuk menyesuaikan diri 

dengan era revolusi industri 4.0, sehingga koperasi 
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permohonan Kehadiran Presiden pada 

Hari Koperasi Nasional ke-71 pada 

tanggal 21 Juli 2018. 

     Surat tersebut merupakan tindaklanjut 

dari surat nomor 03.1/M.KUKM/I/2018, 

tanggal 31 Januari 2018 kepada Presiden 

(tembusan Sekretaris Kabinet dan Menteri 

Sekretaris Negara) menyampaikan 

permohonan Kehadiran Presiden pada 

Hari Koperasi Nasional ke-71 pada 

tanggal 21 Juli 2018 dan permohonan 

audiensi 

menyampaikan beberapa kebijakan presiden terkait 

penurunan bunga KUR dari 9% menjadi 7% dan 

penurunan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%. 

 

dapat berkembang pesat dan menjadi besar. Selain 

itu juga Koperasi harus mampu menebarkan 

informasi kepada anggota sekaligus menjadi wadah 

bagi anggota untuk belajar mareketing, kemasan, 

variasi produk. 

     Selain itu Presiden dalam kesempatan itu juga 

melakukan sosialisasi pajak penghasilan (PPh) 

Final UMKM menjadi 0,5 %.       

 

8. Penyediaan Rumah 

Bagi Aparatur Sipil 

Negara dan TNI/ Polri 

 

Pada tanggal 15 Januari 2018 

Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas kepada 

Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) 

menyampaikan permohonan 

penyelenggaraan Rapat Terbatas guna 

membahas penyediaan perumahan bagi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 

TNI/Polri dan mendapatkan arahan 

Presiden terkait skema kemudahan bagi 

ASN dan TNI/Polri untuk penyediaan 

rumah tersebut. Selain itu, dalam suratnya 

disebutkan pula bahwa Kementerian 

PPN/Bappenas telah menjajaki beberapa 

skema dalam meringankan beban ASN 

dan TNI/Polri dalam kepemilikan rumah, 

antara lain melalui pemberian fasilitas 

kredit dengan downpayment sebesar 0% 

yang melibatkan bank pemerintah dan PT 

Taspen. 

 

Terhadap permohonan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian 

melalui memorandum kepada Presiden 

menyampaikan beberapa informasi terkait perihal 

tersebut dan menyampaikan rekomendasi yaitu:  

a. Usulan tersebut didasarkan pada masih banyak 

masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan 

perumahan yang layak huni melalui sewa atau 

kepemilikan dengan harga yang layak. Hal 

tersebut ditambah dengan sulitnya akses 

perbankan untuk membiayai kepemilikan rumah 

terutama bagi ASN dan TNI/Polri. Oleh karena 

itu Kementerian PPN/Bappenas berupaya untuk 

menjembatani hal tersebut dengan melakukan 

penyesuaian skema Kredit Kepemilikan Rumah 

produk perbankan yang diperuntukkan bagi 

ASN dan TNI/Polri.  

b. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan 

memberikan ruang yang lebih luas kepada ASN 

dan TNI/Polri untuk dapat mengakses layanan 

KPR di bank pemerintah, yakni dengan 

mendapatkan “jaminan dari pemerintah” untuk 

keberlangsungan/keberlanjutan pembayaran 

angsuran KPR pada bank pemerintah.  Selain 

itu, penyesuaian dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan ASN dan TNI/Polri terkait 

keterbatasan pendapatannya, tingkat suku bunga 

        Rapat Terbatas Penyediaan Rumah Bagi 

Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri dilaksanakan 

pada tanggal 16 April 2018, dengan arahan sesuai 

dengan rekomendasi Sekretariat Kabinet, yaitu: 

a. Menteri PPN/Kepala Bappenas berkoordinasi 

dengan Gubernur BI dan Ketua OJK terkait 

relaksasi pengaturan downpayment sebesar 0%. 

b. Apabila tidak dapat dilakukan relaksasi maka 

kiranya Menteri PPN/Bappenas, Menteri PUPR, 

Menteri Keuangan, Menteri PAN dan RB agar 

mengkaji skema dimana downpanment 

ditanggung developer dimuka dan 

dikompensasi pada cicilan. 

c. Gubernur BI dan Ketua OJK  dan Menteri 

BUMN agar dapat merumuskan skema suku 

bunga dan tenor khusus sesuai dengan profil 

risiko ASN, TNI dan Polri. 

d. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN 

dan RB agar menetapkan batasan /kriteria ASN, 

TNI dan Polri penerima program antara lain: 

1) Fasilitas diprioritaskan yang belum 

menerima rumah Diprioritaskan untuk yang 

menerima pendapatan Rp. 5 juta, 

2) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri 

PUPR agar mengkoordinasi harmonisasi 

sasaran penerima program ASN, TNI dan 

Polri dengan program penyediaan rumah 
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perlu disesuaikan dan tenor untuk pembayaran  

cicilan harus dibuat lebih panjang, serta 

angsuran lebih rendah, dan Debt Service Ratio 

(DSR) yang lebih kecil. 

c. Usulan kebijakan tersebut perlu dilakukan 

kajian dan pertimbangan yang mendalam atas 

pemberian KPR dimaksud, termasuk peran 

Pemerintah dalam pemberian kemudahan atas 

penyediaan KPR bagi PNS, TNI, dan Polri.  

Sehingga terhadap kebijakan tersebut perlu 

dibahas terlebih dahulu dalam forum 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian sebagaimana amanat Inpres 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, 

Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan 

Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan 

Lembaga Pemerintahan, agar dalam 

implementasi kebijakannya tidak lantas 

kontraproduktif dan bersinggungan dengan 

kebijakan pemerintah lainnya. 

Menindaklanjuti surat Menteri Bappenas 

tersebut, Sekretariat Kabinet pada tanggal 26 

Januari 2018 mengadakan rapat dengan 

mengundang Kementerian PPN/Bappenas dalam 

rangka pembahasan lebih lanjut terkait permohonan 

Rapat Terbatas tentang Rumah ASN tersebut dan 

disepakati permasalahan tersebut diajukan ke dalam 

Rapat Terbatas untuk mendapat arahan Presiden.  

bagi MBR (FLPP). 

 

 

9. RUU Pertanahan 

 

Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Menteri LHK) dalam surat 

nomor S.324/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.0/10/2018, tanggal 9 

Oktober 2018 yang ditujukan kepada 

Presiden dan surat nomor 

S.325/MENLHK/SETJEN/KUM.0 

/10/2018, tanggal 9 Oktober 2018 yang 

ditujukan kepada Sekretaris Kabinet 

menyampaikan permohonan intinya 

meminta agar diselenggarakan Rapat 

Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris 

Kabinet melalui Memorandum Nomor M.1773, 

tanggal 15 Oktober 2018 menyampaikan bahwa 

Rapat Terbatas perlu diselenggarakan guna 

membahas permasalahan dimaksud dan untuk 

memperoleh arahan Presiden atas permohonan 

Menteri LHK pada tanggal 23 Oktober 2018. 

 

Dalam penyelenggaraan Rapat Terbatas 

pada tanggal 23 Oktober 2018 tentang RUU 

Pertanahan, Sekretariat Kabinet memberikan 

rekomendasi di antaranya: perlunya 

mempertimbangkan potensi konflik kewenangan 

antar Kementerian/Lembaga dalam hal pelimpahan 

atribusi dari Presiden kepada Menteri ATR/BPN 

untuk pelaksanakan Hak Menguasai Negara atas 

tanah dilakukan, penggunaan data perizinan 

kementerian lain guna efektifitas pelaksanaan 

pengukuran serta pelibatan Kementerian-
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Terbatas (Ratas) yang dimaksudkan untuk 

menunda pembahasan Rancangan 

Undang-Undang Pertanahan (RUU) 

sampai dengan selesainya pembahasan 

antar kementerian yang menyertakan 

menteri-menteri yang ditugaskan dalam 

surat Presiden kepada DPR (Menteri 

ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, 

Menteri PUPR, dan Menteri Hukum dan 

HAM) serta menteri-menteri yang 

bertanggung jawab dalam bidang sumber 

daya alam (Menteri ESDM, Menteri 

Kelautan dan Perikanan, dan Menteri 

LHK).  

kementerian terkait dalam pelaksanaan pengukuran 

di kawasan tertentu guna mempercepat pelaksanaan 

PTSL 

Dalam Ratas, Presiden memberikan arahan 

yang pada intinya senada dengan rekomendasi 

Sekretariat Kabinet, yaitu agar seluruh jajaran 

pemerintah memiliki pemahaman yang sama terkait 

RUU Pertanahan sebelum melangkah ke dalam 

pembahasan di DPR. Hal ini bertujuan agar UU 

Pertanahan yang baru tidak membawa semangat 

yang lama sehingga tidak menjadi bermanfaat sama 

sekali. 

10. Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Cekungan 

Bandung 

Sekretariat Kabinet 

menyelenggarakan beberapa kali rapat 

guna melakukan finalisasi dan klarifikasi 

ulang atas Rperpres. Dalam rapat 

finalisasi tersebut ditemukan 

permasalahan terkait peruntukan ruang 

untuk Transit Oriented Development 

(TOD) Walini yang merupakan TOD 

untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan 

bagian dari Proyek Strategis Nasional 

berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 

2016. TOD Walini berdasarkan RPerpres 

tersebut masuk ke dalam zona B4 di 

Kabupaten Bandung Barat, dimana zona 

B4 tersebut merupakan zona dengan 

karakteristik sebagai kawasan yang 

memiliki daya dukung lingkungan sedang 

dan memiliki kesesuaian untuk budidaya 

pertanian. Disamping itu, pada wilayah 

tersebut juga telah direncanakan untuk 

dibangun Kawasan Wisata Terpadu 

(KAWIT) Walini oleh PTPN VIII. Di sisi 

lain, terdapat rencana pembangunan 

Kampus ITB yang perlu diakomodasi 

dalam Rperpres. Presiden pada 

Selanjutnya, permasalahan tersebut 

diajukan ke dalam Rapat Terbatas untuk mendapat 

arahan Presiden. Sebagai bahan ratas tersebut, 

Deputi Bidang Perekonomian memberikan 

rekomendasi, yaitu: 

a. Menteri ATR/BPN agar mengkaji lebih lanjut 

secara komprehensif terhadap ketiga rencana 

pembangunan tersebut secara terpadu sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. 

b. Menteri BUMN agar memerintahkan PT. KCIC 

dan PTPN VIII untuk memberi dukungan data 

kepada Kementerian ATR/BPN dalam 

mendukung pelaksanaan kajian tersebut. 

c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

agar mengoordinasikan percepatan dan 

dukungan dalam penyusunan kajian tersebut. 

 

Ratas diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 

2017 dengan hasil Arahan Presiden sesuai dengan 

saran rekomendasi Deputi Bidang Perekonomian 

Sekretaris Kabinet. Setelah melaksanakan Arahan 

Presiden tersebut, Menteri ATR/BPN pada tanggal 

5 Februari 2018 melalui surat Nomor 

433/10.4/II/2018 menyampaikan kembali naskah 

RPerpres kepada Sekretariat Kabinet untuk 

difinalisasi sebelum penetapan oleh Presiden. 
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kesempatan Ratas tanggal 23 November 

2016 memberikan arahan terkait tencana 

pembangunan Kampus ITB tersebut. 

Dalam rapat di Kemenko 

Perekonomian pada 18 Juli 2017, PT. 

KCIC, PTPN VIII, TIM GTA Campus 

ITB telah menyampaikan hasil kajian 

masing-masing terkait kesesuaian ketiga 

rencana pengembangan dengan 

peruntukan ruang di kawasan Walini. 

Namun, ketiga rencana pembangunan 

tersebut belum bersinergi, belum 

dilakukan secara terpadu, dan khusus 

untuk TOD Walini belum memenuhi 

unsur kesesuaian dengan peruntukan 

ruang di kawasan Walini. 

 

11. Harga bahan kebutuhan 

pokok (Pangan) 

Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 

H/2018 Masehi 

 

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, 

Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 

menyampaikan bahan Rapat Terbatas tentang 

Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1439 H/2018 

Masehi melalui memorandum nomor M-198 

tanggal 5 April 2018, yang selanjutnya secara 

berjenjang disampaikan Deputi Bidang 

Perekonomian melalui memorandum Nomor M-

234 tanggal 5 April 2018, dan Sekretaris Kabinet 

kepada Presiden melalui memorandum Nomor M-

378 tanggal 5 April 2018, yang pada intinya 

menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 

a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat 

(TPI) agar segera melakukan penghitungan 

stok dan pemantauan harga barang-barang 

kebutuhan pokok penting pada bulan 

Ramadhan dan Idul Fitri; 

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

dan Menteri Perdagangan berkoodinasi 

dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah dan 

Perum BULOG untuk meningkatkan 

     Bahan Rapat Terbatas kepada Deputi Bidang 

Perekonomian melalui memorandum nomor M-299 

tanggal 30 Mei 2018, yang selanjutnya Intinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menjelang Idul Fitri harga bahan kebutuhan 

pokok (Pangan) cenderung mengalami 

kenaikan, hal ini dipicu oleh banyaknya 

jumlah permintaan. Bank Indonesia dalam 

release tanggal 20 Mei 2018 memperkirakan 

laju inflasi Mei 2018 sebesar 0,22%. Proyeksi 

tersebut lebih rendah disbanding laju inflasi 1 

bulan sebelumnya pada tahun 2017 (inflasi 

Mei 2017) sebesar 0,39%, tahun 2016 (inflasi 

Juni 2016) sebesar 0,66%, dan tahun 2015 

(inflasi Juni 2015) sebesar 0,54%. 

b. Memperhatikan pola historis laju inflasi pada 

bulan Ramadhan dan Idul Fitri, laju inflasi 

akan bersumber pada 2 (dua) kelompok 

pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 

dan kelompok transportasi dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Pada tahun 2017, laju inflasi kelompok 
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efektifitas operasi pasar. 

Terkait dengan penyelenggaraan Rapat 

Terbatas Persiapan Persiapan Menghadapi Idul 

Fitri 1439 H/2018 Masehi yang kedua yang 

diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2018, 

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, 

Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 

menyampaikan secara berjenjang disampaikan 

Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris 

Kabinet melalui memorandum Nomor M-

425/Ekon/5/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan 

Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui 

memorandum Nomor M-628 tanggal 30 Mei 2018. 

bahan makanan pada bulan Ramadhan (Mei 

2017) dan Idul Fitri (Juni 2017) masing-

masing mencapai 0,86% dan 0,69%, dengan 

andil inflasi masing-masing sebesar 0,14% 

dan 0,17%. Komoditi bahan makanan yang 

menjadi penyumbang inflasi terbesar adalah 

bawang putih, daging ayam ras dan minyak 

goreng. 

2) Sementara itu, kelompok transportasi 

memberikan sumbangan inflasi terbesar 

hanya pada saat Idul Fitri dengan laju inflasi 

sebesar 1,27% dengan andil inflasi sebesar 

0,23%. Jenis komoditi yang mempunyai 

sumbangan inflasi terbesar pada kelompok 

transportasi adalah tarif angkutan antar kota. 

 

12. Panen Raya Padi Rawa 

dalam Rangkaian Hari 

Pangan Sedunia (HPS) 

ke-38 Tahun 2018 di 

Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan. 

 

Menteri Pertanian RI mengajukan 

permohonan kesediaan Presiden melakukan 

Panen Raya Padi Rawa dalam Rangkaian 

HPS ke-38 Tahun 2018 di Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan dengan surat nomor 

303/KL.210/M/8/2018 tanggal 29 Agustus 

2018.  

Surat tersebut ditindaklanjuti dengan memo 

Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan nomor 

M-1044 tanggal 13 September 2018. 

 

Pembukaan HPS ke-38 tahun 2018 

dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian mewakili Presiden. Rekomendasi 

yang disampaikan Asisten Deputi Bidang 

Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan setelah menghadiri 

Penyelenggaraan HPS ke 38 di Kalimantan Selatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Panen Raya Padi Rawa dalam rangkaian acara 

HPS ke-38 Tahun 2018 dilaksanakan di lahan 

seluas 4.000 hektar yang berada di Desa 

Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, 

Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan 

Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2018; 

b. Tema internasional HPS ke-38 Tahun 2018 ini 

adalah “Our actions are our future. A 

#ZeroHunger world by 2030 is possible”, 

sedangkan Tema Nasional adalah “Optimalisasi 

Pemanfaatan Lahan Rawa Menuju Indonesia 

Lumbung Pangan Dunia 2045”; 

c. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk 

mewujudkan kemadirian pangan. Salah 

satunya adalah dengan optimalisasi lahan rawa 
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sebagai lahan suboptimal untuk pertanian 

produktif. Optimalisasi lahan rawa adalah 

bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi-

JK untuk menjaga kebutuhan pangan kita 

dengan meningkatkan produktivitas pertanian. 

Bahkan, untuk visi yang lebih besar yakni 

lumbung pangan dunia di 2045; 

d. Dari data Kementan tercatat luas lahan rawa di 

Indonesia diperkirakan mencapai 34,1 juta 

hektare yang terdiri dari sekitar 20 juta hektare 

lahan rawa pasang surut, dan lebih dari 13 juta 

hektare lahan rawa lebak.  

e. Lahan ini tersebar tersebar di 18 provinsi, atau 

300 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 9,52 juta 

hektare diantaranya bisa dikembangkan untuk 

pertanian. Potensi ini lebih luas dibandingkan 

lahan sawah irigasi yang hanya seluas 8,1 juta 

hektare. Kendala terbesar pemanfaatan lahan 

rawa terdahulu adalah genangan maupun 

kekeringan, namun saat ini dapat diatasi 

dengan pengelolaan tata air dan teknologi 

penataan lahan. Upaya konversi lahan rawa 

menjadi lahan pertanian ini telah berhasil 

dikembangkan salah satunya di Musi 

Banyuasin, Sumatera Selatan, dan ditargetkan 

akan ada 4.000 hektare lahan rawa di 

Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2018  

nanti yang sudah jadi lahan pertanian 

produktif. 

13. Kunjungan Kerja dan 

Rapat Terbatas Desa 

untuk Program Padat 

Karya Tunai Desa  

 

Guna memantau tindak lanjut 

Rapat Terbatas mengenai Optimalisasi 

Dana Desa serta Optimalisasi Lapangan 

Kerja di Desa (Padat Karya) yang 

diselenggarakan Pada tanggal 18 Oktober 

2017 dan 3 November 2017, dan tindak 

lanjut rapat Wakil Sekretaris Kabinet 

terkait Persiapan Rapat Terbatas 

Pembangunan di Desa Berbasis Padat 

Karya yang diselenggarakan pada tanggal 

Untuk menindaklanjuti usulan 

penyelenggaraan Ratas tersebut, Deputi Bidang 

Perekonomian telah menyelenggarakan dan 

mengikuti beberapa kegiatan yaitu: 

a. Menyelenggarakan rapat   Koordinasi dengan 

Kementerian Pertanian tanggal 21 Maret 

2018 di kantor Sekretariat Kabinet. 

b. Menghadiri rapat koordinasi persiapan 

penyelenggaraan Ratas di Desa dan 

kunjungan kerja Presiden ke Provinsi 

Namun demikian setelah 

penyelenggaraan rapat internal antara Deputi 

Perekonomian dan Deputi Bidang PMK, Wakil 

Gubernur Gorontalo menyampaikan surat 

permohonan kesediaan Presiden untuk melakukan 

kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo guna 

meninjau pelaksanaan beberapa program di 

provinsi tersebut. Permohonan tersebut selanjutnya 

diproses Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, 

Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan 
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13 November 2017, Asisten Deputi 

Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, 

Lingkungan Hidup, dan Kehutanan telah 

menyampaikan usulan Rapat Terbatas di 

Desa untuk program padat karya bidang 

pertanian melalui Memorandum nomor 

M-86 tanggal 12 Maret 2018, yang 

selanjutnya disampaikan Deputi Bidang 

Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet 

melalui memorandum nomor M-188 

tanggal 12 Maret 2018.  

 

Gorontalo, sekaligus melakukan kunjungan 

lapangan untuk meninjau kesiapan daerah 

terkait pelaksanaan Ratas dan kunjungan 

kerja Presiden tersebut. 

c. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal 

antara Deputi Bidang Perekonomian dan 

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (PMK) pada tanggal 10 April 

2018, dengan kesepakatan bahwa Deputi 

Bidang Perekonomian akan memantau 

perkembangan atas hal dimaksud mengingat 

Deputi Bidang PMK telah melaporkan usulan 

Rapat Terbatas Desa secara berjenjang 

kepada Presiden. 

untuk disampaikan secara berjenjang kepada 

Deputi Bidang Perekonomian nomor M-250, 

Deputi Bidang Perekonomian kepada Sekretaris 

Kabinet melalui memo  nomor M-351 tanggal 2 

Mei 2018.  

Terkait dengan usulan Ratas di desa dan 

Kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Gorontalo 

tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk 

mewakili Presiden pada acara tersebut. 

 

14. Percepatan Pelaksanaan 

Mandatory Biodiesel 

(B20)  

 

Kebijakan perluasan mandatori 

Biodiesel merupakan arahan Presiden yang 

disampaikan beberapa kali dalam rapat 

terbatas mengenai Strategi dan Kebijakan 

Menghadapi Dampak Ketidakpastian 

Perekonomian Global (9 Juli 2018), 

Percepatan Pelaksanaan Mandatory 

Biodiesel (20 Juli 2018), Strategi dan 

Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa 

(dengan Instrumen Biodiesel/Palm Oil) 

(31 Juli 2018), dan Lanjutan Strategi dan 

Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa 

(14 Agustus 2018).  

Dalam beberapa rapat terbatas 

tersebut, Presiden menginstruksikan agar 

penerapan perluasan mandatori biodiesel 

B20 tidak hanya untuk PSO tetapi juga 

Non PSO. Diharapkan dari kebijakan ini 

Pemerintah dapat menekan impor dan 

dapat memanfaatkan serta menyerap 

produk kelapa sawit untuk kebutuhan 

dalam negeri sehingga potensi 

penghematan negara dari kebijakan ini 

sebesar Rp 15,8 Triliun. 

 

Peran Setkab dalam proses pengambilan 

kebijakan ini adalah mendorong dan terlibat dalam 

pembahasan payung hukumnya yakni Perpres 

66/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 

61/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan 

Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu dalam rapat 

tanggal 17 Mei 2018 di Setkab dan rapat tanggal 

10 Juli 2018 di Kemenko Bidang Perekonomian. 

Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018 

dilaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) tentang 

Percepatan Pelaksanaan Mandatory Biodiesel 

(B20). Dalam rangka penyiapan bahan untuk Ratas 

tersebut, Sekretariat Kabinet telah 

menyelenggarakan rapat pra ratas dengan 

mengundang K/L terkait (surat undangan rapat 

nomor: Und.590/Ekon/07/2018 tanggal 18 Juli 

2018). 

Dalam rapat terbatas tanggal 31 Juli 

2018, Presiden memberikan mandat kepada Setkab 

untuk mengawal dan memastikan pencapaian dan 

adanya laporan perbulan kepada Presiden (yang 

disiapkan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan 

Kemenko Bidang Perekonomian). 

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, 

Sekretariat Kabinet mengadakan rapat koordinasi 

Hasil rakor tindak lanjut akan disampaikan 

kepada Menko untuk dimuat dalam Sistem Tindak 

Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan akan 

dilaporkan kepada Presiden. 

Sekretariat Kabinet juga menyiapkan bahan 

pidato Presiden dalam pembukaan Indonesia Palm 

Oil Conference (IPOC) yang disampaikan oleh 

Seskab kepada Presiden dengan memorandum 

Nomor: M-1222 tanggal 26 Oktober 2018. Adapun 

inti arahan Presiden yakni agar dilakukan 

percepatan pemberian Bantuan Langsung Tunai 

peremajaan sawit. 
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 pada tanggal 21 Agustus 2018 (surat undangan 

rapat nomor: Und.691/Ekon/08/2018 tanggal 14 

Agustus 2018), dan terus aktif mengawal arahan 

presiden untuk menyampaikan laporan per bulan 

penggunaan B20. Rapat menyepakati matrik 

rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh K/L 

dan pada tanggal 16 dan 18 Oktober 2018, 

Sekretariat Kabinet mengadakan rapat lanjutan 

untuk membahas progres atas matrik tersebut. 

Matrik kegiatan yang telah ditindaklanjuti 

utamanya adalah: 

a. Penetapan 2 regulasi operasionalisasi, yaitu 

Perpres 66/2018 tentang perubahan kedua 

tentang Perpres 61/2015 tentang 

Penghimpunan dan Penggunaan Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit dan Permen ESDM 

41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 

Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam 

Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola 

Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 

b. Kemenko Perekonomian telah menetapkan 

Tim Debottleneck dan Customer Care 

penggunaan B20. 

c. BPSPKS telah memilih Surveyor independen 

untuk verifikasi penyaluran B20. 

d. Dirjen EBTKE atas nama Menteri ESDM 

telah menetapkan BU BBN untuk Non-PSO. 

e. PLN telah menyampaikan kepada 

Kementerian ESDM dan Menko 

Perekonomian kebutuhan biodiesel tahun 

2018 dan tahun 2019. 

f. PT Pertamina telah menyalurkan FAME 

untuk sektor PSO dan Non PSO melalui 65 

Terminal BBM (tambahan Terminal BBM 

Palopo, Bima, Kolaka, Cepu, dan Cilacap). 

 

 



48                        Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018  
  

C. REALISASI ANGGARAN 2018 

Pada Tahun 2018 Kedeputian Bidang Perekonomian 

mendapatkan Pagu Alokasi Awal sebesar Rp. 4.140.000.000,- 

(empat miliar seratus empat puluh juta rupiah). Pagu tersebut 

digunakan untuk menunjang program dan kegiatan di lingkungan 

Kedeputian bidang Perekonomian, yang terdiri dari 4 (empat) 

Kegiatan, yaitu: 

1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha; 

2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; 

3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri; 

dan 

4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan; 

 Pada bulan Februari 2018 terdapat optimalisasi anggaran di 

lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk di Kedeputian Bidang 

Perekonomian, yang digunakan untuk tunjangan kinerja 

Pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Jumlah 

optimalisasi tersebut adalah sebesar Rp. 1.656.000.000 (satu 

miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga pagu 

Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2018 setelah 

optimalisasi adalah sebesar Rp. Rp. 2.484.000.000,- (dua miliar 

empat ratus delapan puluh empat juta rupiah). Adapun 

penggunaan anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut: 

 

a. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha; 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Ekonomi 

Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha (Asdep Ekon-1). 

Asdep Ekon-1 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000,- 

(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka 

optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep 

Ekon-1 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 

396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), 

sehingga pagu Asdep Ekon-1 setelah optimalisasi adalah 

sebesar Rp. 594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat 

juta rupiah). 

   Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut 

digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan 

manajemen kabinet di bidang ekonomi makro, penanaman 

modal dan badan usaha dengan menetapkan target output 386 

rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan 

tersebut realisasi output Asdep ekon-1 adalah 425 rancangan 

rekomendasi (110,19%), dengan realisasi anggaran sebesar 

Rp. 592.504.716,- (99,74%). 
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b. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang 

Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Perniagaan, 

Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan (Asdep Ekon-2). Asdep 

Ekon-2 mendapat pagu awal sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu 

miliar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dalam rangka 

optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep 

Ekon-2 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 

468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), 

sehingga pagu Asdep Ekon-2 setelah optimalisasi adalah sebesar 

Rp. 702.000.000 (tujuh ratus dua juta rupiah), yang terdiri dari 

Rp. 600.350.000 untuk kegiatan substansi dan Rp. 101.650.000,- 

untuk kegiatan Fasililatasi Operasional. 

    Anggaran sebesar Rp. 702.000.000,- tersebut 

digunakan untuk mendukung kegiatan dukungan pengelolaan 

manajemen kabinet di bidang perniagaan, kewirausahaan dan 

ketenagakerjaan dengan menetapkan target output 246 

rancangan rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan 

tersebut realisasi output Asdep ekon-2 adalah 332 rancangan 

rekomendasi (134,96%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

699.403.850,- (99,63%). 

c. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan 

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri; 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Percepatan 

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri (Asdep Ekon-

3). Asdep Ekon-3 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000,- 

(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka 

optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-3 

melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga 

ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu Asdep 

Ekon-3 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 594.000.000,- (lima 

ratus sembilan puluh empat juta rupiah). 

 Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut digunakan untuk 

mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di 

bidang Bidang Percepatan Infrastruktue, Pengembangan Wilayah 

dan Industri dengan menetapkan target output 224 rancangan 

rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi 

output Asdep ekon-3 adalah 335 rancangan rekomendasi 

(149,55%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.291.049,- 

(99,88%). 

 

d. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ketahanan 

Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan; 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, 

Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan (Asdep Ekon-4). 

Asdep Ekon-4 mendapat pagu awal sebesar Rp. 990.000.000,- 

(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah). Dalam rangka 

optimalisasi (tunjangan kinerja Sekretariat Kabinet) Asdep Ekon-
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4 melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 396.000.000,- 

(tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga pagu 

Asdep Ekon-4 setelah optimalisasi adalah sebesar Rp. 

594.000.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta rupiah). 

  Anggaran sebesar Rp. 594.000.000,- tersebut digunakan untuk 

mendukung kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di 

bidang Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan hidup 

dan Kehutanan dengan menetapkan target output 291 rancangan 

rekomendasi. Dari output yang telah ditetapkan tersebut realisasi 

output Asdep ekon-4 adalah 330 rancangan rekomendasi 

(113,32%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.345.695,- 

(99,77%). 

  Empat kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat) 

Asdep tersebut diselenggarakan guna mendukung Program Deputi 

Bidang Perekonomian yaitu, Program Dukungan Pengelolaan 

Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian. Dari 

keseluruhan 4 (empat) kegiatan Deputi bidang Perekonomian total 

realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 2.478.545.310,- atau sebesar 

99,78%. 

  Realisasi anggaran Tahun 2018 ini  meningkat 6,66% 

dari Tahun 2017, dimana realisasi anggaran pada Tahun 2017 

adalah sebesar 93,12%. 

D. PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.7 

TAHUN 2017 

Guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan 

(meliputi perumusan, penetapan dan pelaksanaan) termasuk 

pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam sidang kabinet 

atau rapat terbatas, Presiden pada tahun 2017 menerbitkan Inpres 

No.7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian 

Negara dan Lembaga Negara, dimana sebagai pengganti Inpres 

No.4 Tahun 2004 tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat 

Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non 

Departemen. 

Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet mendapatkan mandat 

untuk menjalankan manajemen kabinet yang akan mengawal 

pelaksanaanya, dan memastikan arahan presiden yang diputuskan 

dalam rapat terbatas atau sidang kabinet tersebut dilaksanakan 

dengan baik oleh para menteri/kepala lembaga. 

Untuk kelancaran pelaksanaannya, Sekretaris Kabinet 

menerbitkan Peraturan Sekretaris Kabinet No.1 Tahun 2018 

tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil 

Sidang Kabinet serta membangun aplikasi Sistem Informasi 

Tindak lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar pelaporan tindak 
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lanjut arahan presiden dapat dilaksanakan secara sistematis, cepat, 

tepat dan mudah. 

Semua kebijakan dan regulasi khususnya di tingkat 

Menteri/Kepala Lembaga harus tetap terkoordinasi dengan baik 

dibawah koordinasi Menteri Koordinator, sehingga 

kebijakan/regulasi yang mempunyai dampak luas kepada 

masyarakat (termasuk dampak terhadap dunia usaha) harus 

dilaporkan kepada Presiden dan diputiskan dalam rapat terbatas 

atau sidang kabinet. Kebijakan/regulasi yang dikeluarkan harus 

melalui kajian mengenai dampak dan analisis resikonya. Dengan 

catatan kebijakan/regulasi tersebut tidak boleh bersifat sektoral 

dan tidak memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi. 

Deputi Bidang Perekonomian mendapatkan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan di bidang perekonomian dengan mitra kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kurun 

waktu tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian telah melaksanakan 46% tindak lanjut dari arahan 

presiden dengan tingkat kepatuhan pengisian 24% mengingat 

pelaksanaan pengisian SITAP baru di launching & 

disosialisasikan pada bulan Februari 2018 dan masih dalam tahap 

uji coba. 

Adapun dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan reviuw setiap 

tahunnya terhadap SITAP sehingga dapat di inventarisir kendala 

yang dihadapi serta dapat di cari penyelesaiannya. 

Berikut tabel matriks Pengawasan Tindak Lanjut Arahan 

Presiden dalam Rapat Terbatas Deputi Bidang Perekonomian 

Tahun 2018, yang telah ditindaklanjuti. 
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Tabel 3.7 

 Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas 

Deputi Bidang Perekonomian 

Tahun 2018 

 

No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

1. Peningkatan Investasi dan Perdagangan (5 Januari 2018) 

2. Peningkatan Investasi (31 Januari 2018) 

3. Percepatan Pelaksanaan Berusaha (18 April 2018) 

4. Persiapan Peluncuran Online Single Submission (16 Mei 2018) 

5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (18 Juli 2018) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Penyusunan RPP 

Online Single 

Submission sebagai 

dasar hukum bagi 

percepatan pelayanan 

perizinan berusaha 

b. Penyusunan Rancangan 

Peraturan Pemerintah 

tentang Pelayanan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik 

(integrasi sistem 

esksisting ke dalam 

OSS, implementasi 

sistem OSS) 

RPP tentang 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara Elektronik 

(OSS)  

16 Mei 2018 19 Juli 2018 Menteri 

Koordinator 

Bidang 

Perekonomian  

 Kementerian 

Sekretariat Negara 

 Badan Koordinasi 

Penanaman Modal 

 Sekretariat Kabinet  

 Pemantauan evaluasi terhadap 

implementasi OSS ke 

beberapa daerah (Bogor, 

Tangerang, Bekasi, Jakarta, 

dan Surabaya) 

 Rapat Koordinasi Evaluasi 

Pemantauan OSS pada tanggal 

24 Oktober 2018 yang dihadiri 

oleh wakil dari Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian 

 Sekretaris Kabinet telah 

mengirim surat nomor 

B.577/Seskab/Ekon/12/2018 

tanggal 4 Desember 2018 

(Hal: Evaluasi Implementasi 

Kebijakan OSS) kepada 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian. 

2. a. Pembentukan Tim 

Koordinasi untuk 

Mensinergikan 

Perencanaan 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

RPerpres tentang 

Pelaksanaan 

Kampanye 

Pencitraan 

Indonesia 

(RPerpres) 

16 Juli 2018 30 September 

2018 

Kementerian 

Perdagangan 
 Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian 

 Kementerian 

Sekretaris Negara 

 Sekretariat Kabinet 

 Menindaklanjuti arahan 

Presiden, Sekretariat Kabinet 

(c.q. Deputi Bidang 

Perekonomian) 

menyelenggarakan rapat 

pembahasan mengenai 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Perdagangan, 

Pariwisata, dan 

Investasi oleh K/L 

b. Sinergisitas antar K/L 

dalam penyelenggaraan 

event Internasional 

sebagai ajang promosi 

pariwisata Indonesia  

 Kementerian 

Pariwisata 

 Kementerian 

Koperasi dan UKM 

 Kementerian PAN 

RB 

 Kementerian Luar 

Negeri 

 Kementerian 

Perindustrian 

 Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

 BKPM 

 BEKRAF 

pengembangan promosi 

nasional pada tanggal 24 Juli 

2018, dengan mengundang 

K/L terkait (K/L pendukung 

pada kolom K/L) 

 Hasil kesepakatan rapat yang 

intinya untuk membentuk Tim 

Koordinasi, dengan mengkaji 

kembali RPerpres tersebut, 

melalui surat Sekretaris 

Kabinet surat nomor 

B.358/Seskab/Ekon/07/2018 

tanggal 27 Juli 2018 kepada 

Menteri Sekretaris Negara 

3. Menteri dan Pimpinan 

Lembaga melakukan 

penghematan belanja barang 

sesuai perhitungan Menteri 

Keuangan dan 

memanfaatkannya untuk 

penguatan SDM, 

peningkatan kualitas 

kesehatan, dan pencapaian 

prioritas mendesak lainnya. 

RInpres mengenai 

Penghematan 

Belanja Barang 

K/L Tahun 2019 

- - Kementerian 

Keuangan 
 Kementerian 

PPN/Bappenas 

 Kementerian 

Sekretariat Negara 

 Sekretariat Kabinet 

menyelenggarakan rapat 

koordinasi pada tanggal 24 

Juli 2018 yang dihadiri 

perwakilan Kementerian 

PPN/Bappenas, Kemenkeu, 

dan Kemensetneg dengan 

hasil: 

a. Tidak diperlukan Inpres 

untuk mengawal 

penghematan belanja 

barang dan 

pemanfaatannya karena 

pelaksanaannya telah 

diatur dalam PP Nomor 

17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan 

Penganggaran 

Pembangunan Nasional 

(PP 17/2017). 

b. Penghematan belanja 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

barang agar 

memperhatikan 

pencapaian target 

prioritas tahun  2019 serta 

pencapaian target RPJMN 

2015-2019; 

c. Pembahasan atas 

pemanfaatan 

penghematan belanja 

barang dalam forum 

trilateral meeting agar 

memperhatikan arahan 

Presiden, diantaranya 

mengenai alokasi 

anggaran untuk 

pemberdayaan ponpes, 

serta kajian atas manfaat 

penyelesaian gedung 

perguruan tinggi yang 

mangkrak; dan  

d. Pergeseran besaran 

penghematan belanja 

barang K/L dan 

perubahan rencana 

pemanfaatannya agar 

disampaikan kepada 

Presiden. 

 Hasil Rakor telah disampaikan 

melalui surat Sekretaris 

Kabinet kepada Menteri 

PPN/Kepala Bappenas dan 

Menteri Keuangan 

No:B.357/Seskab/Ekon/07/ 

2018 

6. Pengembangan Batam  (12 Desember 2018) 

1. Penyusunan peraturan yang 

diperlukan guna mengatur 

RPP tentang 

Perubahan PP 

12 Desember 

2018 

30 Maret 2019 Menko Bidang 

Perekonomian  
 Kementerian 

Sekretariat Negara 

Sekretaris Kabinet telah 

mengirim surat nomor 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

pelaksanaan rangkap Jabatan 

Kepala BP Batam secara ex 

officio oleh Walikota Batam  

Nomor 46 Tahun 

2007 tentang 

Kawasan 

Perdagangan 

Bebas dan 

Pelabuhan Batam  

 Kementerian 

Hukum dan HAM 

 Sekretariat Kabinet  

B.599/Seskab/Ekon/12/2

018 tanggal 19 

Desember 2018 kepada 

Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian. 

7. Penataan TKA (6 Maret 2018) 

1. Penyusunan Perpres 

Penggunaan TKA 

Perpres 

Penggunaan TKA 

6 Februari 

2018 

31 Maret 2018 Menko Bidang 

Perekonomian  
 Kementerian 

Ketenagakerjaan 

 Kementerian 

Hukum dan HAM 

 Sekretariat Kabinet  

1. Sekretariat Kabinet 

menyiapkan rancangan 

Peraturan Presiden mengenai 

Penggunaan TKA, dan 

membahasnya beberapa kali 

dalam rapat dengan 

kementerian/lembaga di 

Sekretariat Kabinet, rapat-

rapat bilateral lainnya dengan 

Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Ditjen 

Imigrasi Kementerian Hukum 

dan HAM.  

Setelah melalui 

serangkaian 

pembahasan antar 

kementerian/lembag

a, dan dibahas 

dalam rapat terakhir 

di Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian pada 

tanggal 9 Maret 

2018, RPerpres 

Penggunaan TKA 

pada akhirnya 

ditetapkan oleh 

Presiden pada 

tanggal 26 Maret 

2018, dan 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

diundangkan pada 

tanggal 29 Maret 

2018. 

2. Selanjutnya, Sekretariat 

Kabinet aktif memantau 

implementasi dari Perpres 

tersebut, termasuk terlibat 

aktif dalam penyusunan 

sejumlah peraturan 

pelaksanaan dari Perpres 20 

Tahun 2018, ikut memantau 

kesiapan sistem teknologi 

informasi untuk implementasi 

perizinan TKA,  

 Selain hal-hal tersebut 

di atas, monitoring atas 

implementasi Perpres TKA, 

juga dilaksanakan terkait 

mekanisme pembayaran Dana 

Kompensasi Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 

(DKPTKA). Berdasarkan hasil 

monitoring yang dilaksanakan, 

belum ada kesepahaman antar 

kementerian dan  pemerintah 

daerah provinsi terkait 

pembayaran DKPTKA 

tersebut. Menindaklanjuti hal 

itu, Deputi Bidang 

Perekonomian pada hari 

Jumat, tanggal 19 Oktober 

2018 telah menyelenggarakan 

rapat guna membahas 

permasalahan tersebut yang 

dihadiri oleh para pejabat yang 

mewakili Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

Keuangan, dan Kementerian 

Sekretariat Negara. 

 Hasil rapat di 

Sekretariat Kabinet tersebut 

selanjutnya disampaikan oleh 

Sekretaris Kabinet dengan 

Surat Nomor: 

B.523/Seskab/Ekon/10/2018 

tanggal 24 Oktober 2018 

kepada Menteri 

Ketenagakerjaan, Menteri 

Dalam Negeri, dan Menteri 

Keuangan untuk dapat segera 

ditindaklanjuti.  

8. Peningkatan Ekspor (31 Januari 2018) 

1. a. FTA dengan negara-

negara yang sangat 

penting untuk tujuan 

ekspor produk 

Indonesia. 

b. Insentif dan prioritas 

pada industri yeng 

berorientasi pada ekspor, 

sehingga meningkatkan 

ekspor Indonesia. 

c. Melakukan diversifikasi 

pasar tujuan ekspor 

secara gencar, sehingga 

Indonesia tidak memiliki 

ketergan-tungan pada 

pasar ekspor tradisional. 

d. Menjajaki kerja sama 

dengan negara-negara 

pasar non tradisional 

yang sebelumnya tidak 

pernah dilihat atau 

dilirik sebagai pasar 

1) Terselesaikan

nya 

perjanjian 

perdagangan 

internasional, 

seperti 

Indonesia – 

Australia 

CEPA, 

Indonesa – 

EFTA, 

Indonesia – 

EU CEPA; 

2) Terciptanya 

pasar dan 

kerja sama 

dengan 

negara mitra 

non 

tradisional. 

 

 

31 Januari 

2018 

- Kementerian 

Perdagangan 
 Kementerian 

Keuangan, 

 Kementerian 

Perindustrian, 

 Kementerian 

KUKM, 

 BKPM 

Mendorong percepatan 

penyelesaian ratifikasi 

perjanjian perdagangan 

internasional: 

 Surat Sekretaris Kabinet 

kepada Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian nomor 

B.525/Seskab/Ekon/ 10/2018 

tanggal 12 Oktober 2018 

tentang Penyelesaian 

Ratifikasi First Protocol to 

Amend the Agreement 

Establishing the ASEAN-

Australia New Zealand FTA 

dan Perjanjian Perdagangan 

Internasional. 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

ekspor produk-produk 

Indonesia. 

9. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 (18 Juli 2018) 

1. Proyek revitalisasi atau 

pembangunan fisik pasar 

yang saat ini dilaksanakan 

oleh Kementerian 

Perdagangan agar digeser ke 

Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR), sehingga 

konsentrasi Kementerian 

Perdagangan benar-benar 

pada urusan perdagangan 

yang berkaitan dengan 

ekspor-impor dan 

perdagangan dalam negeri 

dan tidak lagi berkaitan 

dengan fisiknya 

 Proyek 

revitalisasi 

pasar; 

 Ditetapkannya 

Peraturan 

Presiden 

Nomor 64 

Tahun 2018 

14 Agustus 

2018 

Desember 

2019 

Kementerian 

Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 

Rakyat 

 Kementerian 

Perdagangan 

 Dinas Perdagangan 

Daerah Provinsi, 

Kabupaten/kota 

Surat Sekretaris Kabinet 

kepada Menteri PUPR 

Nomor 

B.597/Seskab/Ekon/ 

12/2018 tanggal 13 

Desember 2018 guna 

meneruskan permohonan 

Walikota Tangerang 

guna 

pembangunan/revitalisas

i Pasar Anyar Kota 

Tangerang. 

10. Pembahasan penyediaan Rumah bagi ASN, TNI, dan Polri (7 November 2018) 

1 1. Setwapres agar 

memimpin, merumuskan 

dan menyederhanakan 

serta menyelesaikan 

program penyediaan, 

rumah bagi ASN, TNI, 

dan Polri. 

2. Menteri ATR dan 

menteri terkait agar 

mengidentifikasi secara 

lebih detail lokasi lahan 

yang akn dipergunakan 

untuk penyediaan 

perumahan bagia ASN, 

TNI. & Polri. 

    Menko Bidang 

Perekonomian 

 

   Setwapres telah 

menyelenggarakan rapat pada 

tgl 19 November 2018. 

 Rapat menyepakati bahwa 

Kementerian PUPR & 

Kementerian Keuangan perlu 

mengkaji kembali skema 

pembiayaan yg tepat untuk 

penyediaan rumah ASN, TNI, & 

Polri dan melaporkan ke 

Setwapres. 

Kementerian PUPR 

melakukan kajian 

terkait skema 

pembiayaan dan 

hasilnya dilaporkan 

kepada Setwapres 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

 

 

 11. Penataan DAS Citarum (16 Januari 2018) 

1.  Upaya penataan DAS 

Citarum dan keputusan-

keputusan terkait hal tersebut 

telah sangat jelas 

disampaikan oleh Menko 

Bidang Kemaritiman. Oleh 

karena itu, Menteri 

Sekretaris Negara dan 

Sekretaris Kabinet agar 

menyiapkan Peraturan 

Presiden (Perpres) untuk 

menyinergikan seluruh K/L, 

pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan stakeholder 

lainnya dalam melakukan 

penataan DAS Citarum, 

sehingga dapat segera 

bekerja 

 

    Menko Bidang 

Kemaritiman 

 

  Pemerintah telah menerbitkan 

Perpres Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Percepatan Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan 

Daerah Aliran Sungai Citarum. 

 

12. Perkembangan Kebijakan Satu Peta (5 Februari 2018) 

1.  . Rapat  Terbatas pada tanggal 

13 Juni 2017 dan 5 Februari 

2018. Dalam rapat terbatas 

tersebut, Presiden menyetujui 

usulan Menko Bidang 

Perekonomian bahwa data 

statistik sektor sosial, ekonomi 

    Menko Bidang 

Perekonomian 

 

  Guna mengakselerasi kebijakan 

tersebut, Sekretariat Kabinet 

mengawal pelaksanaan serta 

melakukan penyempurnaan terhadap 

rancangan peraturan perundang-

undangan yang dibutuhkan untuk 

dapat mempercepat pelaksanaan 

KSP sebagai contoh Keputusan 

Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Berbagi Data yang 

ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 

2018. 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

13. RUU Pertanahan (23 Oktober 2018) 

 1. Seluruh jajaran 

pemerintah agar 

memiliki pemahaman 

yang sama terkait RUU 

Pertanahan sebelum 

melangkah ke dalam 

pembahasan di DPR. 

2. Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian agar 

mengoordinasikan 

kembali pembahasan 

mengenai permasalahan 

tersebut, sehingga 

hasilnya menjadi lebih 

matang dan utuh. 

3. Menko Bidang 

Perkonomian, Menteri 

LHK, Menteri 

ATR/Kepala BPN, dan 

pimpinan K/L terkait 

agar menggunakan 

momentum proses 

pembuatan Undang-

Undang (UU) baru untuk 

memperbaiki regulasi 

atau keadaan yang ada 

saat ini 

4. Menko Bidang 

Perkonomian, Menteri 

LHK, Menteri 

ATR/Kepala BPN, dan 

pimpinan K/L terkait 

agar Memanfaatkan 

pembahasan RUU 

 

    Menko Bidang 

Perekonomian 

 

Menteri Bidang 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

 Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian 

mengoordinasikan kembali 

pembahasan mengenai 

permasalahan yang 

disampaikan oleh Menteri 

LHK (telah diselenggarakan 

rapat t pada tanggal 21 

November 2018 dengan 

mengundang K/L terkait. 

Kesepakatan rapat pada 

intinya meminta masukan  

secara tertulis mengenai 

substansi RUU Pertanahan 

kepada K/L terkait. 

 Kemenko Bidang 

Perekonomian 

menyelenggarakan rapat 

lanjutan guna membahas  

masukan tertulis dari seluruh 

K/L terkait untuk 

mematangkan RUU 

Pertanahan. 

 Kemenko Bidang 

Perekonomian melaporkan 

kepada Presiden hasil 

pembahasan dengan K/L 

terkait penyempurnaan RUU 

Pertanahan sesuai arahan 

Presiden. 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

 

14. Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa  (14 Agustus 2018) 

 1. Pimpinan K/L yang 

bertanggung jawab 

terhadap kebijakan 

penggunaan TKDN agar 

benar-benar mengikuti 

pelaksanaan kebijakan 

dimaksud di lapangan 

dan  memberikan laporan 

pelaksanaan TKDN 

kepada Presiden setiap 

bulan. 

2. Sebagaimana 

disampaikan Menteri 

Perindustrian bahwa 

Keputusan Presiden 

(Keppres) mengenai 

pembentukan tim TKDN 

belum ada. Keppres 

tersebut agar segera 

disiapkan 

    Menko Bidang 

Perekonomian 

 

    Surat Menko Bidang 

Perekonomian kepada K/L 

terkait, Nomor S-

298/M.Ekon/09/2018, tanggal 

17 September 2018. Menteri 

Koordinator Bidang 

Perekonomian meminta 

kepada Menteri/Lembaga agar 

pimpinan 

Kementerian/Lembaga terkait 

untuk memberikan laporan 

pelaksanaan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri 

(TKDN) dan Impor kepada 

Presiden setiap awal bulan. 

Sekretariat Kabinet terus 

memonitor perkembangan 

pelaksanaan peningkatan 

penggunaan produk dalam 

negeri secara terkoordinir 

dengan K/L terkait  

 Kepres No. 24/2018 tentang 

Tim Nasional Peningkatan 

Penggunaan Produk Dalam 

Negeri telah ditetapkan pada 

tanggal 17 September 2018. 

Tindaklanjut dari Keputusan 

Presiden Nomor 24 Tahun 

2018, Saat ini Kemenko 

Maritim sedang menyusun 

Rancangan Keputusan 

Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman selaku ketua 

timnas P3DN tentang 

Kelompok Kerja Timnas 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

P3DN. 

15. Mengkorporasikan petani (12 September 2017) 

       Kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan 

pemantauan ketiga lokasi 

yang dilakukan pada akhir 

tahun 2017 dan awal tahun 

2018 tersebut kemudian 

dilaporkan oleh Deputi 

Perekonomian kepada 

Sekretaris Kabinet. Inti dari 

laporan tersebut adalah 

bahwa peranan sektor swasta 

dalam rangka mewujudkan 

korporasi petani yang 

berskala ekonomi tinggi 

sangat diperlukan 

sebagaimana praktek rintisan 

korporasi petani di 

Tasikmalaya. Selain itu 

untuk mewujudkan skala 

ekonomi yang besar dengan 

pengelolaan lahan sawah 

seluas + 5000 Ha melalui 

mekanisme konsolidasi 

lahan, sangat bergantung 

pada kontur tanah dan 

budaya masyarakat setempat.   

      Untuk memperdalam 

kajian yang dilakukan, maka 

dilakukan pemantauan 

lanjutan untuk melihat 

implementasi rintisan 

korporasi petani wilayah 

Kabupaten Magelang Jawa 

Tengah pada akhir Januari 

2018. Selanjutnya, untuk 

            Memo laporan kajian 

tersebut dikirimkan melalui 

Surat Sekretaris Kabinet 

kepada Kementerian Pertanian 

Nomor B.146, tanggal 5 April 

2018, perihal Perkembangan 

Tindak Lanjut Arahan 

Presiden terkait 

Mengkorporasikan Petani 

     Inti dari kajian adalah 

bahwa untuk mewujudkan 

korporasi pertanian sesuai 

arahan Presiden dalam Ratas 

tentang mengkorporasikan 

petani. Terdapat beberapa 

upaya yang masih perlu 

dilakukan oleh Kementerian 

Pertanian antara lain:  

e. Membuat model bisnis 

korporasi petani sebagai pilot 

project untuk selanjutnya 

dapat direplikasi di beberapa 

tempat; 

f. Memfasilitasi kemitraan antara 

swasta sebagai off taker dan 

avails dengan petani sebagai 

penyedia bahan baku; 

g. Percepatan integrasi kartu tani; 

h. Akses pembiayaan perbankan 

melalui KUR. 



63                        Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2018  
  

No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

melaporkan hasil kajian atas 

keseluruhan rangkaian 

pemantauan yang telah 

dilakukan, Deputi Bidang 

Perekonomian 

menyampaikan memo 

kepada Sekretaris Kabinet 

melalui memo Nomor 

M.235, tanggal 2 April 2018.  

16. Restorasi Gambut (11 Januari 2017) 

      FGD tersebut bertujuan 

untuk mengidentifikasi 

konsep R3 yang 

diberlakukan dalam 

pengelolaan gambut, 

mengidentifikasi 

implementasi konsep R3 di 

lapangan, dan 

mengidentifikasi 

permasalahan umum 

restorasi lahan gambut dan 

penerapan R3.  

      Setkab pada tanggal 6 

Agustus 2018 

menyelenggarakan rapat 

koordinasi progres 

pelaksanaan restorasi gambut 

yang dihadiri oleh Deputi 

Bidang Konstruksi Operasi 

dan Pemeliharaan BRG, 

Deputi Bidang Edukasi 

Sosialisasi Partisipasi dan 

Kemitraan BRG, dan 

Direktur Pengendalian 

Kerusakan Gambut, 

Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 

            Rakor membahas progres 

pelaksanaan restorasi gambut oleh 

BRG dan disampaikan bahwa 

menindaklanjuti arahan Presiden 

dalam Rapat Koordinasi Nasional 

Pengendalian Karhutla sebagai 

upaya persiapan Asian Games. 

      Tahun 2018, BRG dengan 

Badan Geologi dan Tim Restorasi 

Gambut Daerah (TRGD) Prov. 

Sumatera Selatan telah melakukan 

upaya untuk meminimalisir 

potensi karhutla di Prov. Sumatera 

Selatan. 

Melalui Presiden dengan nomor 

memo M.921 tanggal 17 Agustus 

2018, Setkab mendorong agar 

menteri LHK mempercepat 

penyelesaian penyusunan rencana 

kerja pengelolaan gambut yang 

akan dilakukan sebagai pedoman 

perusahaan HTI. 
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No. Kegiatan Target Output 
Waktu  Kementerian/Lembaga (K/L) Tindak Lanjut Sekretariat 

Kabinet 
Mulai Batas Utama Pendukung 

      Rapat koordinasi (rakor) 

bertujuan untuk mengetahui 

capaian terkini (per Agustus 

2018) dari pelaksanaan 

restorasi gambut di 7 

provinsi prioritas beserta 

kendala yang dihadapi 

hingga di tingkat tapak. 

Selain itu, untuk mengetahui 

progres tindak lanjut arahan 

Presiden yang disampaikan 

dalam Rapat Terbatas 

maupun Rapat Koordinasi 

Nasional yang dipimpin oleh 

Presiden mengenai restorasi 

gambut dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan 

(karhutla).  
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E. SURVEI KEPUASAN MITRA KERJA 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 96 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dan Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik, maka Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan survei 

Kepuasan Pengguna Layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan 

Sekretariat Kabinet kepada Kementerian/Lembaga. 

Responden terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) Eselon I pada 

K/L yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang Perekonomian, baik 

dalam permintaan rekomendasi kebijakan, izin prakarsa RPUU 

maupun dalam fasilitasi sidang kabinet. Survei dilaksanakan pada 

bulan November s.d. Desember 2018 dengan konsep pertanyaan 

tertutup. 

Adapun hasil survei berdasarkan indikator yang di survei 

pada kepuasan mitra kerja adalah indikator kinerja utama yang 

tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Hasil 

survei tersebut menjadi dasar Deputi Bidang Perekonomian untuk 

kedepannya lebih baik lagi dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap mitra 

kerja guna menyelenggarakan dukungan manajemen kabinet di bidang 

perekonomian yang profesional dan andal. 

 

 

 

 

Tabel 3.8 

Tingkat Kepuasan Mitra Kerja 
 

No Tingkat Kepuasan 
Sangat 

Puas 
Puas 

Cukup 

Puas 

Kurang 

Puas 

Tidak 

Puas 

1 

Penyelesaian 

permasalahan dalam 

rangka penyusunan 

kebijakan pemerintah 

di bidang 

perekonomian 

17% 

s.d. 

34% 

53% 

s.d. 

78% 

4% 

s.d. 

11% 

1% 

s.d. 

4% 

0% 

2 

Pengajuan/penyiapan 

rancangan PUU di 

bidang perekonomian 

22% 

s.d. 

39% 

46% 

s.d. 

64% 

1% 

s.d. 

19% 

1% 

s.d. 

3% 

2% 

3 

Penyiapan bahan 

sidang Kabinet/Rapat 

Terbatas/Pertemuan 

yang dipimpin/dihadiri 

Presiden di bidang 

perekonomian 

19% 

s.d. 

36% 

52% 

s.d. 

60% 

7% 

s.d. 

19% 

2% 

s.d. 

9% 

0% 

 

Berikut Gambar 3.2 adalah infografis hasil dari survei tingkat 

kepuasan mitra kerja terhadap fasilitasi Deputi Bidang Perekonomian 

selama tahun 2018. 
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Gambar 3.2 
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   04 
Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DINAMIKA CAPAIAN KINERJA 

 

Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa capaian 

strategis tahun 2018 dapat dikategorikan “sangat baik”. 

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Perekonomian dalam 

pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang 

diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, 

rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, 

sarasehan, workshop, dan lingkungan kerja pada instansi 

pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program 

pemerintah. 

2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang 

berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan 

kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif 

Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan 

pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah dari terutama 
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terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, 

dan dievaluasi. 

3. Keterlibatan Deputi Bidang Perekonomian sebagai anggota 

Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat 

Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan 

program pemerintah di bidang perekonomian. 

Meskipun pencapaian kinerja Deputi Bidang 

Perekonomian Tahun 2018 dapat dikategorikan sangat baik,  

namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya: 

1. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang 

belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan 

dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis. 

2. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut atas hasil 

monitoring dan evaluasi berdasar RAPK, yang dapat dilihat 

beberapa saran penyempurnaan belum ditindaklanjuti, 

seperti belum seluruhnya pegawai mendapat dukungan TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). 

3. Realisasi kegiatan belum sesuai dengan rencana atau 

jadwal yang telah ditetapkan karena terdapat beberapa 

penugasan yang sifatnya mendesak dan urgent, disisi 

lainnya terdapat persoalan jumlah SDM. 

4. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dalam 

menunjang pelaksanaan tugas, seperti ruang kerja, 

terbatasnya akses informasi terkait kebijakan pemerintah di 

bidang perekonomian (buku, jurnal, majalah, dan koran). 

5. Belum optimalnya dukungan SDM baik secara kuantitas 

maupun kualitas sehinga menghambat optimalisasi 

pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian. 

 

B. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS 

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya 

optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, 

pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan 

kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada 

pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas 

nasional. 

2. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui 

peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar 

pengelolaan anggaran dan pelayanan anggaran. 

3. Mendorong pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti 

saran yang disampaikan Deputi Bidang Perekonomian 

dalam hasil monitoring dan evaluasi berdasar RAPK, 
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seperti pemenuhan TIK. 

4. Mendorong Pejabat/Pegawai di lingkungan Deputi Bidang 

Perekonomian untuk mengatur pelaksanaan tugas baik yang 

sifatnya mendesak dan urgent dengan tugas yang 

direncanakan atau dijadwalkan, dengan tetap 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik (good governance). 

5. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan 

pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan 

pelaksaanan tugas. 

6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk mengadakan SDM 

yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas dengan tugas dan 

fungsi terkait manajemen kabinet bidang perekonomian. 

Selain itu, diusulkan untuk meningkatkan pembinaan dan 

pengelolaan atas jabatan fungsional terkait analis kebijakan 

dan substansi RPUU. 

7. Pembangunan sistem persuratan/agenda yang terintegrasi 

dari level/unit terendah hingga tertinggi sehingga mudah 

dalam mengakses infromasi mengenai data surat/laporan 

dan administrasi lainnya. 

8. Peningkatan fungsi pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan 

analisis atas permasalahan kebijakan dan program 

pemerintah dan implementasi PUU guna peningkatan 

pelaksanaan manajemen kabinet dengan mengundang 

Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk duduk 

bersama membahas isu-isu strategis yang muncul bersama 

dalam rapat dan sidang kabinet yang dipimpin oleh 

Presiden, dan membahas efektivitas (progress) tindak 

lanjut atas arahan presiden berbasis teknologi (SITAP). 

9. Meningkatkan networking, sinergi, dan koordinasi yang 

efektif dengan Kementerian/Lembaga/Instansi diantaranya 

melalui: (i) peningkatan keterlibatan dalam membahas 

RPUU dalam keanggotaan Panitia Antar Kementerian 

(PAK); dan (ii) peningkatan hubungan koordinasi dengan 

Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan, guna 

merumuskan dan menyampaikan analisis atas 

rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. 
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C. REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA 

Gambar 4.1 

 

D. LAMPIRAN 

Di dalam lampiran terdapat informasi diantaranya: 

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian  

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja periode Tahun 2018 

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran periode Tahun 2018 

Lampiran 4: Formulir checklist muatan substansi laporan kinerja 
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